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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kode Etik 
APIP (Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi) terhadap kinerja 
auditor pemerintah BPKP Makassar Sulawesi Selatan dengan metode penelitian 
kuantitatif. Populasi objek penelitian adalah 140 auditor dan sampel sebanyak 60 
auditor. Data primer bersumber dari distribusi kuisioner terhadap 60 responden 
yang telah terisi dan dapat diolah, serta perolehan data sekunder bersumber dari 
BPKP Makassar Sulawesi Selatan dandaribukusertaartikel yang terkait. Variabel 
independen yang terdapat dalam penelitian ini adalah Kode Etik APIP (Integritas, 
Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi), serta variabel dependen yaitu kinerja 
auditor pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, makahipotesis penulis bahwa 
Kode Etik APIP secara simultan berpengaruh terhadap kinerja auditor 
pemerintahdapat diterima dan memiliki signifikansi sebesar 79,5%, serta 
hipotesis parsial terhadap integritas dan kompetensi berpengaruh terhadap 
kinerja auditor pemerintahjuga dapat diterima, sedangkan hipotesis parsial 
terhadap objektivitas dan kerahasiaan berpengaruh terhadap kinerja auditor 
pemerintah tidak dapat diterima. 
 




























The Effect of APIP Ethical Codes Through The Government Auditor Performance 
in BPKP Makassar Suawesi Selatan 
 




This research aims to examine and analyze the effect of APIP Ethical Codes 
(Integrity, Objectivity, Privacy, and Capability) through the government auditor of 
BPKP Makassar South Sulawesi performance which used quantitative method. 
The research population is 140 auditors and sample is 60 auditors. Primary data 
obtained by quistionaire distribution throughout 60 respondents which all fulfilled 
and operable, and secondary data is obtained from BPKP Makassar South 
Sulawesi, related articles and books. Independent variable of this research is 
APIP Ethical Codes (Integrity, Objectivity, Privacy, and Capability), and 
dependent variable is government auditorperformance. Regards to the result, 
therefore the writer hypotesis that APIP Ethical Codes simultaneously affect the 
government auditor performance is can be achieved with 79,5% significance 
degree, and partial hypotesis through integrity and capability affect the 
government auditor performance can be also achieved, whereas partial hypotesis 
through objectivity and privacy affect government auditor performance can not be 
achieved. 
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1.1 Latar Belakang 
  Konsep perilaku yang mendasari manusia dalam menjalani profesi yang 
menjadi tanggungjawab mereka dapat memengerahui hasil kerja yang akan 
diperoleh. Hal tersebut digambarkan secara umum dalam teori etika keutamaan 
atau dikenal dengan istilah virtue ethics theorydalam Ghilyer (2010:10), dimana 
karakter individual dan integritas individu akan menghasilkan konsep kehidupan 
berdasarkan komitmen perolehan pencapaian yang mereka tetapkan. 
  Profesi sebagai seorang auditor memiliki tanggungjawab terhadap tugas 
pengawasan yaitu audit yang mereka lakukan untuk menjaga profesionalisme  
kinerja yang dilaksanakan, sehingga dapat menghasilkan hasil audit yang 
kompeten dan reliable (dapat dijamin kesahiannya). Trisnaningsih dalam Wati, 
dkk (2010:3) mengungkapkan bahwa kinerja suatu profesi dapat diukur dari 
standar yang telah ditetapkan, dimana kualitas berkaitan dengan mutu kinerja 
yang dihasilkan dan kuantitas merupakan jumlah hasil kerja yang dihasilkan 
dalam kurun waktu tertentu yang telah direncanakan. 
  Kualitas dan kuantitas kinerja dalam profesi auditor tentunya hanya dapat 
diwujudkan oleh kinerja auditor dalam menjalankan tugasnya, sehingga 
dibutuhkan standar etika dan standar teknis sebagai dasar pelaksanaan tugas 
yang dipertanggung jawabkan pada auditor. Standar etika dapat berupa kode 
etik (code of ethics) atau kode (aturan) perilaku (code of conducts) profesi yang 





kegiatan audit tersebut yang berisi kriteria atau ukuran mutu minimal dalam 
kegiatan audit, Kusmanadji (2004:1-4). 
Setiap badan atau organisasi auditor harus memiliki standar audit dan 
standar etika yang wajib dipedomani oleh anggota profesinya dalam mewujudkan 
terrciptanya audit yang kredibel. Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) sebagai auditor otoritas publik yang mengeluarkan jasa 
audit keuangan dan pembangunan di sektor pemerintahan diwajibkan mematuhi 
kode etik dan standar audit yang dikeluarkan oleh Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) No. PER/04/M.PAN/03/2008 dan No. 
PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008. 
Isi dari Kode Etik APIP memuat dua komponen, yaitu :  
1. Prinsip-prinsip perilaku auditor yang merupakan pokok-pokok yang 
melandasi perilaku auditor; dan  
2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip audit. 
Tuntutan sikap dan perilaku auditor dalam melaksanakan tugas 
pengawasan dilandasi oleh beberapa prinsip perilaku, yaitu: integritas, 
objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi (Pusdiklatwas BPKP, 
2008:12).Kesuksesan kinerja auditor dan pencapaian tujuan instansi diharapkan 
dapat diraih dengan penerapan kepatuhan terhadap kode etik yang berupa 
integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi, serta standar audit APIP 
yang mendasari pelaksanaan fungsi auditnya. Cut et al.(2012) menyatakan 
bahwa:  
“Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam 





tanpa dipegaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan 
atas hasil audit; serta kompetensi auditor yang didukung oleh pengetahuan, dan 
kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi secara 
simultan berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Aceh (APIP)”.  
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 
seorang auditor dapat dikatakan berhasil ketika telah mematuhi standar dan 
ketetapan bersama yang telah ditanggungjawabkan dalam profesi mereka. Salah 
satu jenis ketetapan tersebut yaitu berupa aturan perilaku yang dirumuskan 
dalam Kode Etik APIP: integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi.Atas 
dasar tersebut, maka penulis memilih judul “Pengaruh Penerapan Kode 
Etik APIP Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah”.  
 
1.2  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan diteliti dapat 
dirumuskan adalah : 
1. Apakah integritas berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. 
2. Apakah objektivitas berpengaruh terhadadap kinerja auditor 
pemerintah. 
3. Apakah kerahasiaan berpengaruh terhadap kinerja auditor 
pemerintah. 
4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. 
5. Apakah integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi bersama-







1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh integritas terhadap kinerja  
auditor pemerintah. 
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh objektivitas terhadap 
kinerja auditor pemerintah. 
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kerahasiaan terhadap 
kinerja auditor pemerintah. 
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap 
kinerja auditor pemerintah. 
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh integritas, objektivitas, 
kerahasiaan dan kompetensi terhadap kinerja auditor pemerintah.  
 
1.4  Kegunaan Penelitian 
1.4.1  Kegunaan Teoritis  
Bagi penulis, memperoleh dan memperluas wawasan pengetahuan 
bagaimana seorang auditor dengan kepatuhannya terhadap kode etik 
profesi melandasinya dalam bekerja dengan baik dan benar sesuai 
tanggung jawab profesinya sebagai auditor pemerintah.  
Bagi pihak lain, diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam 





memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai 
bagaimana pengaruh penerapan Kode Etik APIP terhadap kinerja auditor.  
1.4.2 Kegunaan Praktis  
 Bagi instansi, diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan 
bahan pertimbangan dalam segala bentuk regulasi terkait 
penerapan/penyusunan Kode Etik APIP terhadap auditor BPKP untuk 
menjalankan profesinya sebagai auditor pemerintahan secara lebih baik 
dan lebih berkualitas, serta mengurangi kesempatan terjadinya human 
error. 
 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di BPKP Sulawesi Selatan dengan metode 
pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Data primer tersebut diperoleh 
langsung dari objek penelitian degan menggunakan metode kuisioner, 
sedangkan data sekunder tersebut berupa: sejarah singkat berdirinya instansi, 
struktur instansi  dan ruang lingkup kinerja instansi , serta teori-teori dan konsep-
konsep yang terkait dengan penelitian.  
Objek koresponden untuk kuisioner ini diperoleh dari sampel auditor 
BPKP yang beroperasi di BPKP Makassar Sulawesi Selatan sebanyak 60 orang 
dari populasi auditor BPKP berjumlah 140 orang, dan data sekunder diperoleh 
langsung dari instansi  sendiri, jurnal, skripsi, buku, serta artikel yang terkait. 
Waktu yang digunakan selama penelitian ini kurang lebih dua minggu, 
sehubungan dengan kerja sebagian besar auditor tersebut yang sering 





Pada penelitian ini, kode etik yang akan diteliti sehubungan dengan 
kinerja auditor BPKP tersebut adalah kode etik yang dikeluarkan oleh Aparatur 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu terdiri dari empat prinsip perilaku: 
integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Kode Etik APIP ditujukan 
kepada aparatur negara yang tergabung dalam APIP, termasuk auditor BPKP.  
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Untuk menggambarkan gambaran tentang materi yang akan dibahas 
dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusunnya dalam sistematika 
penulisan berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN  
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian (kegunaan teoritis dan 
praktis), ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pembahasan mengenai 
penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis penelitian, kerangka 
pemikiran, serta hipotesis penelitian.  
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini memuat pemaparan mengenai rancangan penelitian, tempat dan 
waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 





BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN                              
Bab ini menjelaskan lebih dalam mengenai objek penelitian secara umum  
terkait sejarah singkat; visi, misi dan nilai, struktur organisasi dan Sumber 
Daya Manusia (SDM); analisis terhadap data pada saat sebelum dan 
setelah diperoleh dari responden; serta pembahasan hasil analisis terkait 
rumusan masalah yang ditetapkan. Analisis data tersebut berupa 
demografi responden, perolehan data, uji kualitas data, analisis regresi, 
dan uji hipotesis. Dalam pembahasan dijelaskan mengenai pengaruh 
integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi secara parsial 
(individual) serta simultan terhadap kinerja auditor APIP. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini merupakan bab akhir yang mengandung kesimpulan dan 
















2.1 Landasan Teori  
2.1.1Virtue Ethics Theory 
Virtue ethics theory (teori etika keutamaan) merupakan konsep yang 
dikeluarkan oleh The Greek Philosopher Aristotle‟s terhadap keyakinannya pada 
konsep karakter individu yang menyatakan bahwa “...individual character and 
integrity estabilished a concept of living your life according to a commitment to 
the achievement of a clear deal – what person would i like to become and how do 
i go about becoming that person”.  
Teori keutamaantersebut menjadi dasar dalam pengambilan hipotesis 
bahwa konsep perilaku yang diterapkan oleh auditor akan memberikan pengaruh 
terhadap kinerja yang mereka laksanakan karena mengaitkan karakter individu 
yang berkomitmen dalam profesi yang mereka lakukan. Hubungan antara 
komitmen seorang auditor terhadap tujuan organisasinya dengan keberhasilan 
kinerja dikutip dalam Wati dkk (2010: 3) bahwa keberhasilan dan kinerja dalam 
suatu bidang pekerjaan sangat ditentukan oleh profesionalisme terhadap bidang 
yang ditekuninya, sehingga profesionalisme sendiri harus ditunjang dengan 
komitmen seseorang terhadap organisasinya. 
Teori ini memiliki keterbatasan dari segi sudut pandang tiap pihak atau 
dengan kata lain, setiap pihak/kelompok tidak lepas dari kepemilikian nilai-nilai 
keutamaan yang berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing, kecuali 






menyelaraskan nilai-nilai keutamaan bagi pihak yang berada di dalamnya. Oleh 
karena hal tersebut, maka auditor BPKP sebagai auditor APIP memiliki konsep 
tertulis untuk pelaksanaan butiran perilaku yang harus mereka jadikan dasar 
dalam segala tindakan selama mengerjakan profesi audit. Konsep tertulis 
tersebut terdapat dalam Kode Etik yang merupakan pernyataan tentang prinsip 
moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku 
dalam melaksanakan pengawasan, Standar Audit APIP (2008). Konsep perilaku 
yang dirumuskan dalam Kode Etik APIP terdapat empat, yaitu: integritas, 
objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Seperti teori keutamaan (virtue 
ethichs theory) yang diungkapkan oleh Aristotles tersebut di atas, maka 
integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi sebagai sebuah komitmen 
akan dapat memengaruhi kinerja dari seorang auditor dalam mejalankan 
profesinya, sehingga teori ini dapat diterima.  
Erina (2012) menambahkan dalam penelitiannya, bahwa integritas, 
objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap 
kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Berdasarkan hasil peneltitian 
yang dilakukan oleh Erina tersebut, maka dapat dilihat bagaimana seorang 
auditor dapat membangun kinerja yang baik ketika telah berhasil menerapkan 
konsep perilaku yang dikeluarkan APIP dalam mendasari sikap dan tingkah laku 
mereka selama melaksakan tanggungjawab profesi auditnya.  
2.1.2Auditor Pemerintah 
Arens, Alvin A., et al dalam Rahman (2006:4) mengatakan bahwa 
“Auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu 
informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi 





kompeten dan independen”. Definisi auditing lain yang dikutip dari The Report of 
The Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting 
Association (Accounting Review, vol. 47) dalam Boynton dan Johnson (2002:6) 
yang mendefinisikan audit sbb :  
“a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding 
assertions about economic actions and events to ascertain the degree of 
correspondence between those assertions and estabilished criteria and 
communicating the results to interested users”. 
Dari beberapa uraian definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit 
merupakan suatu proses yang dijalankan secara sistematis dan objektif dalam 
proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti terkait dengan informasi  dalam 
objek audit tersebut. Hal tersebut diperlukan dalam penyesuaian informasi 
dengan kriteria yang ditetapkan, sehingga ketika dilaporkan kepada pihak yang  
berkepentingan telah dipercayai kesahiannya. Definisi auditor lain yang 
diungkapkan Boynton dan Jonson adalah: 
“Auditor adalah sebagai individu yang berperan melakukan audit tersebut, 
maupun institusi yang memerintahkan individu tersebut melakukan audit. 
Individu-individu yang terikat untuk mengaudit tindakan dan peristiwa ekonomi 
untuk individu-inidividu dan entitas-entitas legal secara umum diklasifikasikan 
dalam tiga kelompok : (1) auditor independen, (2) auditor internal, (3) auditor 
pemerintah” Boynton dan Johnson (2002:10).  
 
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan aktivitas pemerintahan di setiap 
negara, audit juga diperlukan sebagai bentuk pemeriksaan terhadap aktivitas-
aktivitas keuangan dan pembangunan pemerintahan yang dijalankan tersebut 
demi mencapai tujuan dan berdasarkan kesesuaian aturan-aturan yang berlaku 
atasnya. Oleh karena itu, auditor pemerintahanmerupakan auditor yang 
melakukan audit atas keuangan pemerintahanpusat maupun lokal. 
Auditor pemerintah di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu: auditor 





dan auditor internal pemerintah atau biasa disebut sebagai Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen/LPND, dan Badan 
Pengawasan Daerah. Objek pemeriksaannya antara lain:  
- Pemerintah Indonesia,  
- Satu pemerintah provinsi,  
- Satu pemerintah kabupaten, 
- Satu pemerintah kota,  
- Satu departemen,  
- Satu direktorat jenderal,  
- Satu unit pelaksanan teknis,  
- Satu dinas di provinsi/kabupaten/ kota, atau suatu pelaksanaan kegiatan 
pada suatu dinas tertentu, dan seterusnya 
Terdapat tiga jenis audit pemerintahan yang pada umumnya 
dilaksanakan, yaitu: 
- Audit Keuangan  
Untuk menyediakan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan 
telah disajikan secara wajar dalam seluruh aspek materil dan sesuai dengan 
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), atau dengan sebuah basis 
akuntansi komprehensif diluar dari GAAP. 
- Perikatan Atestasi 
Memperhatikan pengujian, pengecekan, atau melaksanakan prosedur 





subjek masalah dan melaporkan hasilnya. 
- Audit Kinerja 
Pengujian objektif dan sistematis terhadap bukti untuk mendapatkan 
penilaian independen dalam kinerja dan manajemen dari sebuah program 
terhadap kriteria objektif sama juga dengan penilaian yang menghasilkan fokus 
yang prospektif atau yang mengumpulkan informasi pada praktik terbaik atau 
isu-isu cross-cutting.Jenis audit yang dapat dilakukan auditor pada umumnya 
yaitu audit laporan keuangan, kepatuhan, dan operasional, selebihnya adalah 
audit khusus dari masing-masing jenis umum audit tersebut.  
Audit pemerintahan memiliki objek pemeriksaan yang juga berangkat 
darilandasan pemfokusan jenis audit umum tersebut, namun dengan objek 
audit instansi pemerintahan pusat dan lokal yang dilaksanakan auditor 
pemerintah dan akuntan independen publik.  
Auditor BPKP melakukan dua jenis pengawasan, yaitu assurance dan 
consulting kepada kementrian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi  
negara/daerah (BUMN/BUMD), dimana kegiatan assurance tersebut salah 
satunya adalah audit. Kegiatan tersebut ditujukan untuk menghasilkan umpan 
balik bagi stakeholders/shareholders untuk keperluan perumusan dan 
implementasi, Profil BPKP Sul-Sel (2013:8). 
Berdasarkan penafsiran tugas BPKP yang memberikan pelayanan 
terhadap instansi pemerintahan di atas, maka sangat penting untuk 
mendapatkan penilaian keberhasilan kinerja pada hasil audit dan kinerja 
selama memperoleh hasil tersebut. Ketetapan standar dan aturan perilaku 





untuk menjaga informasi yang disampaikan kepada stakeholders serta pihak 
terkait adalah kredibel dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan 
yang tepat.  
2.1.3 Etika dan Profesionalisme 
 Etika berangkat dari kata ethos dalam bahasa Yunani, yang berarti 
“karakter.” Sebagian arti lain dari etika adalah moralitas, yang berasal dari 
bahasa Latin mores, yang berarti “kebiasaan.” Moralitas fokus pada benar atau 
salah dalam perilaku manusia, Boynton dan Johnson (2002:103). Jadi etika 
merupakan ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma moral.  
 Definisi lain dari Kusmanadji (2004:1-2) mengatakan bahwa etika 
adalahsebuah refleksi kritis dan rasional mengenai : 
- Nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia, sebagai manusia, 
harus hidup baik, dan  
-  Masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai 
dan norma-norma moral yang umum diterima. 
  Konsep baik dan buruk yang didefinisikan dalam etika juga diungkapkan 
dalam pernyataan dari The Josephon Institute of Ethics dalam Ghillyer (2010:4), 
bahwa “Ethics is about how we meet the challenge of doing the right thing when 
that wil cost more than we want to pay”.Menurut Eric L Kohler dalam 
Pusdiklatwas BPKP (2008:7), ethic adalah : 
A system of moral principles and their application to particular problems of 
conduct; speciality, the rules of conduct of a profession imposed by an 
professional body governing the behavior of its member. 
 
 Dalam pengertian yang lebih luas, etika merupakan keseluruhan norma 





manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Sementara itu, dalam 
pengertian yang lebih sempit, etika sering diacu sebagai seperangkat nilai atau 
prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan untuk berbuat, bertindak atau 
berperilaku, Kusmanadji (2004: 1-2). 
Beberapa pendefinisian etika pada umumnya merujuk pada makna 
tentang benar atau salahnya perilaku individu terhadap satu sama lain. Etika 
dapat diindikasikan sebagai sebuah sistem yang didalamnya terdapat norma-
norma atau aturan perilaku yang telah disusun dan disetujui bersama sebagai 
standar profesional dalam membangun perilaku individu yang telah diberikan 
tanggungjawab akan profesinya tersebut. 
Etika dalam keuangan juga dapat diklasifikasikan dalam tiga aspek, 
Ghillyer (2010:62) yaitu : pada aspek transaksi finansial, fungsi akuntansi dan 
fungsi audit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sedikitnya ada dua 
pengertian yang diberikan pada istilah profesi, yaitu:  
“Pertama, pekerjaan yang ditekuni dan menjadi tumpuan hidup. Kedua, lebih 
daripada sekedar pekerjaan, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh 
pendidikan keahlian tertentu (keterambipan, kejujuran, dan sebagainya). 
Sementara itu, untuk istilah profesional, sebagai kata sifat, selain berarti 
„berkaitan dengan profesi‟, juga ada dua pengertian yang sering diberikan. 
Pertama, profesional dibedakan dari amatir. Dalam hal ini, profesional berarti 
“mengharuskan adanya bayaran untuk melakukannya.‟ Kedua, profesional berarti 
“memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya‟. Profesi sering 
dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu profesi biasa dan profesi luhur”. 
 
  Berdasarkan definisi profesi yang dikeluarkan oleh KBBI di atas, dapat 
disimpulkan bahwa sebuah profesi adalah sebuah pekerjaaan yang memiliki 
pendidikan keahlian khusus sebagai syarat dasar dalam melakukannya, 
sehingga definisi profesional dapat disebut sebagai orang yang melakukan 
profesi tersebut. Adapun individu yang ingin mengerjakan profesi tersebut, 





dengan profesi terkait. Menurut Welenski dalam Pusdiklatwas BPKP (2008:6), 
terdapat tujuh syarat suatu pekerjaan keahlian dapat digolongkan sebagai 
profesi: 
- Pekerjaan tersebut adalan untuk melayani kepentingan orang banyak 
(umum). 
- Bagi yang ingin terlibat dalam profesi dimaksud, harus melalui pelatihan 
yang cukup lama dan berkelanjutan. 
- Adanya kode etik dan standar yang ditaati di dalam organisasi tersebut. 
- Menjadi anggota dalam organisasi profesi dan selalu mengikuti 
pertemuan ilmiah yang disalenggarakan oleh organisasi profesi tersebut. 
- Mempunyai media massa/publikasi yang bertujuan untuk meningkatkan 
keahlian dan keterampilan anggotanya. 
- Kewajiban menemuh ujian untuk menguji pengetahuan bagi yang ingin 
menjadi anggota. 
- Adanya suatu badan tersendiri yang diberi wewenang oleh pemerintah 
untuk mengeluarkan sertifikat. 
Dalam menjadi seorang profesional, berarti dasar pendidikan keahlian 
tertentu tersebut tentunya dijalankan bersasarkan aturan dan persyaratan 
tertentu dari profesi yang terkait. Seorang profesional disaranakan memiliki hasil 
kinerja yang baik pula karena telah memiliki keahlian tertentu baik keterampilan 
materil dan non-materil dalam menjalani pekerjaan yang menjadi tanggung 
jawabnya tersebut. Untuk itu, dalam menyusun persyaratan dan aturan yang 
akan diberlakukan, maka dibutuhkan rumusan standar dan kode etik terkait 
profesi tersebut, sehingga hasil pekerjaan mereka dapat sesuai dengan tujuan 





2.1.4 Etika Profesi Auditor  
Sebuah profesi membebankan etika profesi terhadap anggotanya yang 
secara sukarela menerima standar profesional perilaku yang lebih keras daripada 
hukum. Dalam beberapa negara, dewan-dewan akuntansi membebani standar 
etika yang hampir sama, seperti yang dikeluarkan oleh AICPA, SEC, PCAOB dan 
di Indonesia, terdapat IAI, APIP, dan lain-lain. Alasan yang mendasari setiap 
profesi menuntut para anggotanya (para profesional) bertindak atau menjalankan 
kewajiban profesinya dengan standar etika yang tinggi adalah kebutuhan akan 
kepercayaan masyarakat sehubungan dengan kualitas jasa yang diberikan, 
terlepas dari individu yang melaksanakannya, Kusmanadji (2004:4-1).  
Kode etik diperlukan untuk mengatur tingkah laku individu agar sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, Arini (2010:20). Hal tersebut mengindikasikan 
bahwa seorang individu yang memiliki sebuah profesi harus menaati ketentuan 
aturan yang telah dirumuskan dalam kode etik organisasinya, sehingga dapat 
bekerja secara profesional dan memperoleh hasil yang diharapkan. Auditor 
BPKP sebagai salah satu anggota APIP harus mematuhi ketentuan kode etik 
yang telah dirumuskan dalam rincian aturan perilaku sebagai standar untuk 
menjaga tingkah laku yang melanggar aturan perundang-undangan dan menjaga 
terciptanya profesionalisme sebagai seorang auditor yang independen. 
Tanpaadanya standar etika yang telah dirumuskan dalam kode etik, maka 
setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki tingkah laku yang berbeda-
beda yang dinilai baik menurut anggapannya dalam berinteraksi dengan 
masyarakat lainnya. Misalnya, ketika setiap orang dibiarkan dengan bebas 
menentukan mana yang baik dan mana yang buruk menurut kepentingannya 





akan terjadi kekacauan. Oleh karena itu, nilai etika atau kode etik diperlukan oleh 
auditor agar semua berjalan dengan tertib, lancar, teratur dan terukur. 
2.1.5Standar Audit dan Kode Etik Profesi Auditor  
Standar Audit 
Pengertian standar menurut KBBI dalam Pusdiklatwas BPKP (2008:13) 
adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Standar lain diperlukan 
sebagai : 
- Ukuran mutu 
- Pedoman kerja 
- Batas tanggung jawab 
- Alat pemberi perintah 
- Alat pengawasan 
- Kemudahan bagi umum 
Dalam Standar Audit APIP 2008, standar audit adalah kriteria atau ukuran 
mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).  Standar Audit dimaksudkan agar 
mutu hasi audit dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat melihat sejauh mana 
auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar teknis dan etika yang 
ditetapkan. 
 Standar-standar audit lain selain yang ditetapkan oleh APIP, yaitu 
Generally Accepted Auditing Standards(GAAS), Statements on Auditing 
Standards (SAS), PCAOB Auditing Standard, Generally Accepted Government 





Internal (SPAI) yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit 
Internal dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti yang telah dikemukakan 
sebelumnya.  
Kode Etik Profesi Auditor   
 Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang 
digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan 
pengawasan, Standar Audit APIP (2008). Pengawasan intern adalah seluruh 
proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan 
lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap 
penyelenggaraantugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan 
tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan 
pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik, Standar Audit APIP 
(2008). Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku auditor dalam 
melaksanakan tugasnya, Sukriah et al dalam SNA XIII (2010:2).  
 Dari uraian di atas, kode etik diciptakandalam bentuk rumusan-rumusan 
standar etika yang ditujukan untuk profesi yang dipertanggungjawabkan kepada 
auditor agar mereka dapat bertingkah laku secara profesional dalam membangun 
upaya menghasilkan output yang berkualitas, sehingga kepercayaan masyarakat 
dan pemerintah atas hasil kerjanya dapat dipenuhi dan sesuai dengan tujuan.  
Unsur-unsur Kode Etik Profesi Auditor  





(2002:107), keenam prinsip-prinsip berikut menunjukkan dasar pendirian tingkah 
laku etis dan menyusun kerangka dasar aturan tingkah laku (Rules of Conduct) : 
- Tanggungjawab 
Dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai profesional, para 
anggota harus menggunakan sensitivitas profesional dan pendapat moral 
dalam semua aktivitas mereka. 
-  Kepentingan publik 
Para anggota harus menerima obligasi terhadap perilaku yang dimana akan 
menghasilkan kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, dan 
mendemonstrasikan komitmen profesional. 
- Integritas 
Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota 
harus melaksanakan semua tanggungjawab profesional dengan intensitas 
integritas yang tinggi. 
- Objektivitas dan independensi 
Seorang anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik 
kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional. Seorang 
anggota dalam praktik publik harus independen dalam kenyataan dan tampilan 
ketika menyediakan jasa audit atau jasa atestasi. 
- Due care 
Seorang anggota harus mengobservasi teknik profesional dan standar etika, 
berusaha terus menerus untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa, dan 
melaksanakan tanggung jawab profesional sebaik mungkin dari kemampuan 
anggota. 
- Ruang lingkup dan sifat jasa 
Seorang anggota dalam praktik publik harus mengobservasi prinsip-prinsip 
dalam Professional Conduct dalam menentukan ruang lingkup dan sifat jasa 
yang akan disediakan. 
Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa dasar dibangunnya 
rumusan-rumusan standar etika yang akan diberlakukan, maka hal-hal yang 
perlu dipertimbangkan adalah: (1) perilaku auditornya itu sendiri sebagaimana 
yang diungkapkan dalam prinsip integritas, objektivitas, independensi, tanggung 
jawab, due care; (2) tanggung jawab kepada masyarakat, sebagaimana yang 
dimaksudkan dalam pernyataan diatas terhadap kepentingan publik; dan 





Manfaat Kode Etik Profesi Auditor 
AICPA Professional Ethics Division dalam Boynton dan Johnson 
(2002:106) menjabarkan kegunaan kode etik dalam tiga fungsi utama berikut: 
- Pengaturan standar. Komite Eksekutif Etika Profesional menginterpretasikan 
AICPA Code of Professional Conduct dan tujuan amandemen-amandemen 
kode perilaku. 
- Pemaksaan etika. Tim Etika Profesi menginvestigasi komplain dari masalah 
disiplin yang berpotensial melibatkan anggota AICPA dan keseluruhan 
masyarakat CPA dalam Joint Ethics Enforcement Program (JEEP). 
- Jasa teknik penyelidikan (“ethics hotline”)  
Tim Etika Profesional mengajari para anggota dan mempromosikan 
pemahaman standar-standar etika yang termasuk dalam AICPA Code of 
Professional Conduct dengan merespon penyelidikan-penyelidikan dalam 
aplikasi AICPA Code of Professional Conduct untuk area-area spesifik dalam 
praktik. 
Dalam standar kode etik APIP, aturan-aturan yang ditetapkan dalamnya 
yang disebut dengan kode etik, yaitu mengatur perilaku auditor sesuai dengan 
tuntutan profesi dan organisasi pengawasan. 
Rumusan Kode Etik Profesi Auditor  
Isi dari kode etik APIP memuat dua komponen, yaitu :  
1. Prinsip-prinsip perilaku auditor yang merupakan pokok-pokok yang 
melandasi perilaku auditor; dan 
2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip auditor. 





Lampiran 2 Pusdiklatwas BPKP (2002:4) merupakan landasan perilaku etika 
profesional, terdiri atas 8 prinsip, yang secara lengkap dikutip sebagai berikut : 
- Tanggung jawab profesi 
Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional, setiap anggota 
harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam 
semua kegiatan yang dilakukannya. 
- Kepentingan umum (publik) 
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka 
pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan 
komitmen atas profesionalisme. 
- Integritas 
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus 
memenuhi tanggung jawab profeseionalisnya dengan integritas setinggi mungkin. 
- Objektivitas  
Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan 
kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 
- Kompetensi dan kehati-hatian profesional 
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian,  
kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan 
pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk 
memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa 
profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legistasi dan 
teknik yang paling mutakhir. 
- Kerahasiaan 
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama 
melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan 
informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban 
profesional atau hukum untuk mengunkapkannya. 
- Perilaku profesional 
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang 
baik dan menjauhi tindakan yang dapat mengdiskreditkan profesi 
- Standar teknis 
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar 
teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan 
dengan berhati-hati, anggota mempunya kewajiban untuk melaksanakan 
penugasan dengan prinsip integritas dan objektivitas.  
Selanjutnya, dibawah ini merupakan contoh aturan etika, yaitu Aturan 
Etika Kompartemen Akuntan Publik yang berlaku di kalangan Kantor Akuntan 
Publik (KAP) dalam Lampiran 2 Pusdiklatwas BPKP (2008:10) : 
- 100 (Independensi, Integritas, dan Objektivitas) 
- 200 (Standar Umum dan Prinsip Akuntansi) 
- 300 (Tangggung Jawab kepada Klien) 





- 500 (Tanggung Jawab dan Praktik Lain) 
Berdasarkan kode (aturan) perilaku yang dikeluarkan oleh AICPA 
(Association of International Public Accountant), terdapat beberapa bagian 
aturan-aturan yang diberlakukan berikut ini : 
- Independensi, integritas, dan objektivitas 
- Standar umum, dan prinsip-prinsip akuntansi 
- Tanggungjawab terhadap klien 
- Tanggungjawab terhadap kolega 
- Tanggungjawab dan praktik lainnya  
Uraian-uraian kode etik dari berbagai badan otoritas publik maupun 
swasta di atas, masing-masing memiliki butiran kode etik yang berbeda penataan 
tata katanya/penggunaan bahasa, namun tetap memiliki unsur-unsur yang sama 
terhadap satu dan yang lainnya. Unsur-unsur tersebut berupa integritas, 
objektivitas, independensi, kerahasiaan, dan tanggungjawab terhadap pihak-
pihak yang terkait. 
Hubungan antara Standar Audit dan Kode Etik 
 Standar audit ini dirumuskan untuk menjadi pedoman dan peraturan 
perundang-undangan yang salah satunya adalah audit tentang pengawasan 
intern pemerintah agar terlaksana secara efektif dan efisien. Isi dari standar 
umum APIP terhadap audit investigatif dan audit kinerja salah satunya adalah 
Kepatuhan Terhadap Kode Etik yang tercantum dalam Standar Umum APIP 
2400, dimana diuraikan lebih lanjutnya bahwa  “pelaksanaan audit harus 
mengacu kepada Standar Audit ini, dan auditor wajib mematuhi Kode Etik yang 





Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku auditor dalam 
melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga 
mutu hasil audit yang dilaksanakan auditor. Kode etik profesi diperlukan untuk 
mengatur tingkah laku individu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 
Tugiman dalam Arini (2010:20). Elemen-elemen yang berada dalam standar 
audit dan etika profesisionalnya dapat memengaruhi kualitas hasil kerja auditor. 
Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat dan pengguna laporan 
dapatmenilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan 
standar dan etika yang telah ditetapkan Sukriah, dkk (2009:2). Keterkaitan antara 
standar dan kode etik juga dapat ditampakkan oleh tiga karakteristik utama dari 
auditor, yaitu : 
- Patuh pada kode etik profesi 
- Patuh pada GAAS/SPAP 
- Patuh pada GAAP/SAK 
Auditor pemerintah, auditor Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), adalah akuntan, anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 
yang dalam keadaan tertentu melakukan audit atas entitas yang menerbitkan 
laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-pstinsip akuntansi yang 
berlaku umum sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK).  
Karena itu auditor pemerintah tersebut wajib pula mengetahui dan 
menaati Kode Etik Akuntan Indonesia dan Standar Audit sebagaimana diatur 
dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI, 
Pusdiklatwas BPKP (2008:17). Dari beberapa uraian diatas mengenai keterkaitan 





menciptakan kinerja efektif dan efisien terhadap tugas dan tanggungjawab yang 
dibebankan kepada tiap anggota APIP, khususnya auditor BPKP, maka standar 
dan kode etik merupakan hal yang terpisah namun harus djalankan secara 
beriringan dalam seluruh proses pengawasan intern yang dilakukan, dimulai dari 
kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya. 
 Kode etik ditujukan untuk menjaga auditor dalam melaksanakan 
tugasnyasedangkan standar audit adalah untuk menjaga mutu yang dihasilkan. 
Secara garis bersarnya, kode etik merupakan salah satu komponen yang 
menyusun standar audit walaupun dinyatakan terpisah dari standar tersebut, 
guna menciptakan hasil kerja yang sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah 
ditetapkan. 
2.1.6 Kode Etik APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) 
Pekerjaan audit adalah profesi. Auditor yang bekerja di sektor publik 
selain dituntut untuk mematuhi ketentuan dan peraturan kepegawaian sebagai 
seorang pegawai negeri sipil, ia juga dituntut untuk menaati kode etik APIP serta 
Standar Audit APIP atau standar audit lainnya yang telah ditetapkan. Sehingga 
bagaimana seharusnya perilaku seorang auditor Pemerintah serta apa saja yang 
harus dilakukan agar hasil pekerjaannya memenuhi standar mutu yang harus 
dicapai, perlu diketahui oleh setiap mereka yang berprofesi sebagai aparat 
pengawasan intern pemerintah, Pusdiklatwas BPKP (2008:1). Kode etik 
APIP ini diberlakukan bagi seluruh auditor dan pegawai negeri sipil yang diberi 
tugas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan 
pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya. 
2.1.6.1 Landasan Hukum 





Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 
dilandasi oleh ketentuan hukum berikut : 
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 
- Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Rencana Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 
- Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah; 
- Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara RI 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi; 
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
PER/03.1/M.PAN/03/2007 Tentang Kebijakan Pengawasan Nasional 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2009. 
Isi dari kode etik APIP memuat dua komponen, yaitu :  
- Prinsip-prinsip perilaku auditor yang merupakan pokok-pokok yang 
melandasi perilaku auditor; dan 






2.1.6.2 Prinsip-prinsip perilaku 
Tuntutan sikap dan perilaku auditor dalam melaksanakan tugas 
pengawasan dilandasi oleh beberapa prinsip perilaku, yaitu: integritas, 
objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi.  
- Integritas  
Prinsip ini menuntut auditor agar: (1) dapat melaksanakan tugasnya secara  
jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sunguh; (2) dapat menunjukkan 
kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam 
melaksanakan tugas; (3) dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-
undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan dan profesi yang berlaku; (4) dapat menjaga citra dan 
mendukung visi dan misi organisasi; (5) tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau 
mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mengdiskreditkan profesi 
APIP atau organisasi; (6) dapat menggalang kerjasama yang sehat diantara 
sesama auditor dalam pelaksanaan audit; dan (7) dapat saling mengingatkan, 
membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor. 
 
- Objektivitas 
Dalam prinsip ini auditor dituntut agar : (1) mengungkapkan semua fakta 
material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat 
mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit; (2) tidak berpartisipasi 
dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau 
dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin 
menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan (3) menolak suatu 
pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan 
profesionalnya. 
- Kerahasiaan 
Dalam prinsip ini auditor dituntut agar : (1) secara hati-hati menggunakan 
dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit; dan (2) tidak akan 
menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di 
luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. 
- Kompetensi 
Dalam prinsip ini auditor dituntut agar : (1) melaksanakan tugas pengawasan 
sesuai dengan standar audit; (2) terus menerus meningkatkan kemahiran 
profesional, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; dan (3) menolak untuk 
melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan 
keterampilan yang dimiliki. 
2.1.7Kinerja Auditor Pemerintahan dan Kode Etik APIP 
Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan 





kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), dimana kualitas adalah 
berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah 
jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan 
waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan,Trisnaningsih dalam 
SNA XIII(2010). 
Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan 
misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Isitilah 
kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingakt keberhasilan 
individu maupun kelompok individu (Mahsun dkk, 2007). Sedangkan menurut 
Robbin (2001), kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang 
dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama, 
pengertian kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 
individu dalam melaksanakan tugasnya sesua dengan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya.  
Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan 
yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja (prestasi 
kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), dimana kualitas adalah 
berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah 
jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketetapan 
waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan,Trisnaningsih dalam 
SNA XIII(2010). 
Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penentuan secara periodik 
efektivitas operasional dalam organisasi dan personilnya berdasarkan sasaran, 





untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang, memberikan nilai umpan 
balik tentang kualitas untuk kemudian mempelajari kemajuan perbaikan yang 
dikehendaki dalam kinerja.  
Menurut Larkin dalam SNA XIII (2010) terdapat empat personalitas untuk 
mengukur kinerja, yaitu kemampuan (ability), komitmen profesional, motivasi, 
dan kepuasan kerja. Seorang auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal 
auditing maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam menjalankan 
fungsi audit eksternal, BPKP perlu didukung oleh kinerja auditornya, sehingga 
hasil audit yang mereka laksanakan menjadi berkualitas. Oleh karena itu seorang 
auditor harus mampu menerapkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman 
(Marganingsih dan Sri Martani, 2009). Kode etik yang dikeluarkan oleh APIP 
diterapkan dalam pelaksanaan tugas auditnya, sedangkan standar audit 
dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan.  
 
2.2 Penelitian Terdahulu  
Penelitian ini telah dilakukan oleh Erina,dkk (2012) yang melaksanakan 
penelitian pengaruh penerapan Kode Etik APIP terhadap Kinerja Aparat 
Pengawas Pemerintah (Studi pada Inspektorat Aceh). Dalam penelitian yang 
dilakukan, terbukti bahwa integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi 
secara simultan berpengaruh terhadap kinerja APIP. 
 Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan 
penelitian ini dapat ditinjau dalam ringkasan berikut yang menggambarkan 
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2.3 Kerangka Pemikiran 
Kerangaka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema 







Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  
Sumber : Olahan Penulis (2014) 
 
2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian 
Mengacu pada teori etika keutamaan (virtue ethichs theory) yang 
menyatakan bahwa menjadi bagaimanakah harusnya seseorang dan bagaimana 
dia mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan teori tersebut, maka dapat dikaitkan 
dengan bagaimana Kode Etik APIP dengan aturan perilakunya dijadikan sebagai 
















merupakan komitmen seorang auditor BPKP terhadap butiran konsep aturan 
perilaku dapat membahasakan bagaimana auditor seharusnya berperilaku dan 
bagaimana mereka dapat menjalankannya 
Teori pendukung lainnya adalah teori universal yang dikeluarkan oleh 
Immanuel Kant, dimana dinyatakan bahwa tindakan yang dilaksanakan lebih 
ditujukan pada prinsip moral yang ideal dibandingkan dengan kebutuhan suatu 
situasi tertentu ketika prinsip-prinsip universal dianggap dapat berlaku kepada 
siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Dari teori tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa Kode Etik APIP yang berupa konsep integritas, objektivitas, 
kerahasiaan, dan kompetensi merupakan konsep yang berlaku universal pada 
lapisan badan akuntan/auditor lainnya serta telah memiliki persetujuan dari para 
pihak yang terkait dalam hal auditing. 
Teori-teori tersebut telah diuji dan ditunjukkan secara ilmiah dari beberapa 
penelitan yang telah dilakukan sebelumnya. Salah satu penelitian tersebut 
adalah yang dilakukan oleh Arini (2010) pada auditor BPKP Yogyakarta dengan 
kesimpulan bahwa persepsi auditor internal atas kode etik (integritas, 
objektivitas, kompetensi, dan kerahasiaan) berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja auditor internal. Pengujian parsial membuktikan bahwa objektivitas dan 
kompetensi terhadap kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja dan s bersifat 
signifikan, tapi pada integritas dan kerahasiaan tidak memiliki pengaruh terhadap 
kinerja. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Erina (2012) yang memperoleh 
hasil uji parsial integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi memiliki 
pengaruh signifikan terhadap kinerja APIP pada Inspektorat Aceh.  
Integritas 





mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang 
mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam 
menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang 
anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus 
mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik 
tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi.  
 Berdasarkan definisi di atas, maka dalam melaksanakan tanggungjawab 
sebagai seorang auditor, maka mereka harus memiliki sikap integritas sebagai 
bentuk perilaku profesional. Hal tersebut juga dikemukakan dalam pasal 1 ayat 
(2) Kode Etik Akuntan Indonesia dalam Lampiran 2 Pusdiklatwas BPKP (2008:1) 
mengamanatkan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan 
objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Terkait dengan teori etika 
keutamaan, maka sikap integritas dapat dilihat sebagai sikap yang harus dimiliki 
auditor dan jujur serta terus terang merupakan bagaimana auditor tersebut 
mewujudkannya. 
Dari beberapa definisi dan teori mengenai integritas terkait dengan 
tanggungjawab auditor dalam kinerja yang dilakukan, maka dapat dilihat bahwa 
integritas memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Hal ini telah dikemukakan 
dan dibuktikan secara ilmiah dalam penelitian Erina (2012), dimana integritas 
memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja APIP pada Inspektorat Aceh. 
Penelitian yang dilakukan oleh Faizah et al. juga membuktikan baha integritas 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pemeriksaan auditor. 
Berdasarkan teori-teori dan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa sikap integritas yang dimiliki seorang adutior dapa memengaruhi kinerja 
dan hasil kinerja yang dilaksanakan. Sehingga dapat diperoleh hipotesis berikut. 






Objektivitas merupakan suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai 
bagi jasa atau pelayanan auditor (Arens dan Loebbecke dalam Ibrani, 2007). 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban 
bagi auditor untuk tidak memihak, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik 
kepentingan. Prinsip objektivitas merupakan suatu keharusan, artinya bahwa 
setiap anggota profesi wajib melaksanakan dan mengusahakannya. Prinsip 
tersebut diharuskan bagi profesi auditor sebgaimana ditegaskan dalam Standar 
Audit APIP no. 2120 mengenai objektivitas auditor, dinyatakan sebagai berikut: 
“ Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik 
kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pekerjaan 
yang dilakukannya”. Auditor harus objektif dalam melaksanakan audit. Prinsip 
objektivitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan 
tidak mengkompromikan kualitas. Pimpinan APIP tidak diperkenankan 
menempatkanauditor dalam situasi yang membuat auditor tidak mampu 
mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya”. 
Dalam beberapa pejelasan mengenai objektivitas terkait pelaksanaan 
auditor di atas, maka dapat dilihat keterkaitannya dengan teori etika keutamaan 
yaitu bagaimana objektivitas menjadi sikap yang harus dimiliki oleh auditor, serta 
sikap jujur dan tidak memihak menjadi jalan untuk mencapainya. Dari hal 
tersebut, maka dapat dilihat bahwa objektivitas memiliki pengaruh terhadap 
pelaksanaan tanggungjawab auditor.  
Penelitian yang dilakukan oleh Arini (2010) telah membuktikan bahwa 
objektivitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor BPKP 
Yogyakarta. Hasil yang sama juga dibuktikan dalam penelitian Erina (2012), 
dimana objektivitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja APIP 
pada Inspektorat Aceh. Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian yang 





memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, sehingga dapat diperoleh 
hipotesis berikut. 
Ha2: Objektivitas berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah BPKP. 
Kerahasiaan  
Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterima 
dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, 
kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Auditor hanya 
mengungkapkan informasi yang diperolehnya kepada yang berhak untuk 
menerimanya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, 
Pusdiklatwas BPKP (2010:27). 
 Kerahasiaan informasi yang diperoleh auditor mengenai klien merupakan 
prinsip yang harus dijaga sebagaimana diungkapkan dalam 
PER/04/M.PAN/03/2008, bahwa didalam melakukan pemeriksaan seorang 
auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan 
tidak dapat mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, 
kecuali diharuskan oleh perundang-undangan. 
 Terkait dengan teori etika keutamaan, maka sikap menjaga kerahasiaan 
ini menjadi sikap yang harus dimiliki oleh auditor dan hanya menyampaikan 
informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan yang dituju 
oleh undang-undang merupakan hal yang dilakukan untuk mewujudkannya. 
Hubungan antara kerahasiaan dengan kinerja auditor telah dikemukakan secara 
ilmiah dalam beberapa penelitian. 
Erina (2012) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa kerahasiaan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor. Berdasarkan teori 





pengaruh terhadap kinerja auditor, sehingga diperoleh hipotesis berikut. 
Ha3: Kerahasiaan berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah 
BPKP. 
Kompetensi 
Gul et al. (1994:5) menyatakan "audit harus dilakukan dan laporan diper-
siapkan secara profesional oleh orang yang memiliki pengalaman, pelatihan 
memadai dan kompetensi di bidang audit". Auditor diharapkan oleh pihak ketiga 
untuk memiliki pelatihan akademik di bidang akuntansi, perpajakan, audit, dan 
bidang lain yang berkaitan dengan profesi mereka. 
Kompetensi merupakan sikap yang diharuskan untuk seorang auditor 
sebagaimana diatur dalam standar umum pertama, SA seksi 210 dalam SPAP 
(2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih 
yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor. 
Dalam standar umum ketiga, SA seksi 230 dalam SPAP (2001) juga 
menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, 
auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan 
seksama. Atas dasar demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan 
tugas auditnya, aditor wajib memiliki kemahiran dalam hal akademik dan teknis 
untuk mempertanggungjawabkan profesionalisme mereka. 
Tidak hanya keahlian dalam lingkup kegiatan audit (kompetensi teknis, 
standar audit, kebijakan, prosedur dan praktik-praktik audit)  dan akuntansi 
(catatatan akuntansi, laporan keuangan) yang wajib dimiliki oleh seorang auditor, 
namun juga keahlian yang memadai tentang lingkungan pemerintahan sesuai 





diungkapkan dalam Standar Umum APIP seksi 2220 mengenai Kompetensi 
Teknis. 
Dari beberapa penjelasan mengenai kompetensi di atas, terlihat jelas 
bagaimana seorang auditor harus memiliki kompetensi teknis dan pengetahuan 
akan audit yang mereka lakukan. Teori etika keutamaan dapat dilihat dari 
kompetensi yang merupakan sikap yang harus dimiliki auditor, serta berbagai 
pelatihan dan penguasaan materi serta teknis dalam kegiatan audit yang akan 
mereka laksanakan menjadi upaya untuk mencapai kompetensi tersebut.  
Hubungan yang signifikan antara kompetensi terhadap kinerja auditor 
dikemukakan dalam penelitian Arini (2010) yang membuktikan secara ilmiah 
bahwa kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal 
BPKP Yogyakarta. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Erina (2012) juga 
menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
auditor setelah uji partial yang telah dilakukannya. Dari beberapa penelitian dan 
teori yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi 
memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor, sehingga dapat diperoleh hipotesis 
berikut. 











3.1 Rancangan Penelitian 
Jenis penelitian ini yaitu penelitian korelasional, dimana ingin ditinjau 
sejauh mana variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen. 
Variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu : integritas, objektivitas, 
kerahasiaan, dan kompetensi. Penelitian ini dilakukan di BPKP Sul-Sel terhadap 
60 orang auditordari populasi sebanyak 140 auditor. Waktu pelaksanaan 
kegiatan yang meliputi proses pengumpulan data sekunder dan primer akan 
dilaksanakan paling lama selama tiga minggu setelah surat penugasan penelitian 
diautorisasi. 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  
Dalam penelitian ini peneliti memilih objek penelitian pada Badan 
Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan. Penelitian 
dilaksanakan selama kurang lebih dua minggu dimulai dari tanggal 6 Juni 2014 
sampai tanggal 21 Juni 2014. 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
Populasi yaitu jumlah keseluruhan auditor pemerintahan BPKP Sul-Sel 












Pemerintahan Pusat (IPP), Investigasi, Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)  
dan Akuntan Negara (AN). 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Sumber data yang dikumpulkan penulis selama melakukan penelitian 
adalah sebagai berikut : 
- Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari 
sumber pertamanya, data primer yang dipakai penulis adalah hasil  
kuisioner. 
- Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari pihak instansi dan buku, 
serta artikel terkait adalah: 
o Sejarah singkat berdirinya instansi  
o Visi, misi dan nilai 
o Struktur instansi  
o Ruang lingkup kinerja entitas instansi  dalam Sumber Daya 
Manusia (SDM), dan 
o Teori dan konsep penelitian 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 Di dalam penelitian ilmiah, ada beberapa teknik pengumpulan data 
beserta masing-masing perangkat pengumpulan datanya, yaitu : 
- Kuisioner adalah kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang telah 





jawaban mereka, biasanya baik dalam penjelasan alternatif yang 
mendekati, Uma Sekaran (2009:197). Teknik pengumpulan sampel 
dilakukan secara random sampling terhadap 60 auditor BPKP Makassar. 
- Tinjauan Kepustakaan (Library Search). Peneliti juga mengambil sumber-
sumber data dari teori-teori dan konsep-konsep yang terkait dengan 
masalah yang akan diteliti yang bersumber dari jurnal-jurnal, makalah, 
skripsi, dan artikel yang kesahiannya telah diautorisasi guna menyusun 
landasan teoritis yang memadai. 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  
Variabel dependen   : Kinerja Auditor 
Variabel independen   : 
- Integritas 
- Objektivitas 
- Kerahasiaan  
- Kompetensi 
Definisi Operasional 
1) Kinerja Auditor  
 Kinerja auditor ialah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 
dicapaioleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggungjawab yang diberikan kepadanya, Mangkunegara dalam cut et al. 
(2012: 5). Pengukuran variabel dependen (kinerja auditor) penelitian ini terbagi 





- Kualitas Pekerjaan. Indikator ini memiliki dua sub indikator yaitu 
ketepatan waktu dan kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit 
APIP. 
- Kuantitas Pekerjaan/Jumlah output 
2) Integritas 
Integritas adalah kepatuhan kompromi untuk kode nilai-nilai moral, da 
menghindari penipuan, kemanfaatan, kepalsuan, atau kedangkalan apapun, Sari 
(2011: 19). Secara lebih ringkas, integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana, 
dan tanggung jawab.Penelitian yang dilakukan Mabruri dan Winarna (2012:18) 
bahwa integritas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit, 
Arini (2010:4). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat integritas seorang auditor, 
maka semakin baik audit yang dilakukan.  
Dalam penelitian ini, pengukuran indikator variabel integritas didasarkan 
pada sikap jujur, berani, bijaksana, dan tanggung jawab terhadap profesinya 
sebagai bentuk ketaatan terhadap instansi  dan ketetapan-ketetapan yang telah 
dirumuskan atas profesinya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya 
pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan objek audit/ auditi. 
3) Objektivitas 
 Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesionalnya dalam 
mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi, 
Pusdiklatwas BPKP (2008: 27). Prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban 
bagi auditor untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik 
kepentingan, Faizah et al (200:8).Indikator objektivitas merupakan salah satu 





diberikan pada auditi adalah tanpa mendahului kepentingan-kepentingan pribadi 
yang terkait dan telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang resmi.  
Auditor diharapkan dapat mendahului kepentingan profesinya daripada 
kepentingan pribadi atau orang-orang yang berkepentingan selama dalam 
proses audit dan tidak mengambil jabatan diluar profesinya sebagai auditor 
dalam segala kondisi. Dalam penelitian ini, variabel objektivitas akan dinilai dari 
beberapa aspek dasar objektivitas, yaitu: keadilan, pengungkapan secara jujur 
intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan.  
4) Kerahasiaan  
 Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang 
diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang 
memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, Pusdiklatwas 
BPKP (2008:27).  Dalam kondisi tertekan ketika adanya pihak lain yang ingin 
mengetahui informasi tersebut, auditor harus tetap menjaga kerahasiaan 
informasi yang diperoleh selama proses audit dan tidak dapat diberitahukan 
kepada pihak diluar kepentingan organisasi, serta sesuai dengan pihak yang 
dituju perundang-undangan yang berlaku.  
 Dengan menjaga kerahasiaan, auditor dapat bekerja secara profesional 
sehingga akan mempengaruhi kualitas laporan hasil pemeriksaan yang 
menjadisalah satu penilaian terhadap kinerja auditor, Cut et al (2012: 3). Variabel 
kerahasiaan di dalam penelitian ini akan diukur dengan dua indikator, yaitu 
kehati-hatian atas informasi yang diperoleh; serta penggunaan dan 
pengungkapan informasi. Tujuan dari pengukuran varibel ini yaitu ingin 





dan menggunakan informasi tersebut.  
5) Kompetensi  
 Kualitas audit sebagai proses dimana seorang auditor harus 
menemukan dan melaporkan ppelanggaran dalam sistem akuntansi dengan 
pengetahuan dan keahlian auditor, Kusharyanti dalam Angge dan Edi (2013: 2). 
Definisi lain diungkapkan oleh Lastanti dalam Angge dan Edi (2013:2) bahwa 
kmpetensi seorang auditor diuji dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. 
Perlunya variabel kompetensi untuk seorang auditor dalam melaksanakan profesi 
auditnya akan sangat bermanfaat untuk mendeteksi, memahami, dan mencari 
penyebab masalah selama proses audit tersebut. Kompetensi berawal dari 
pengetahuan dan akan menjadikan pengalaman untuk penugasan audit 
berikutnya yang serupa.  
 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini variabel 
kompetensi akan diukur dengan tiga indikator berikut: (1) mutu personal; (2) 
pengetahuan umum; dan (3) keahlian khusus. Tujuan dari penggunaan indikator 
tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pengalaman kerja 
terhadap kompetensi seorang auditor dimana di dalamnya terdapat indikasi due 
care dan proffesional behaviour. 
 
3.7 Instrumen Penelitian 
 Skala yang digunakan pada kuisioner penelitian ini yaitu skala likert yang 
dapat menunjukkan pendapat, sikap, dan persepsi individu atau beberapa 
individu dalam menanggapi masalah yang terkait. Jawaban yang bersifat 





likert, yaitu: STS = sangat tidak setuju, TS = tidak setuju, N = Netral (menolak 
memberikan pendapat), S = setuju, SS = sangat setuju. Instrumen penelitian 
yang digunakan untuk mengukur integritas, objektivitas, kerahasiaan, 
kompetensi, dan kinerja auditor bersumber dari penelitian Sarjono (2013), dan 
Arini (2010).  
 
3.8  Analisis Data 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kuantitatif yang 
didapatkan dari hasil data kuisioner, dimana memiliki pengukuran dan analisa 
sebagai berikut : 
3.8.1  Pengukuran Data 
Setelah data diperoleh melalui kuisioner, maka perlu untuk diberikan 
kode, dilengkapi, dan diperbaiki. 
- Coding and data entry  
Memberikan tanda pada data terkait dalamnya yaitu memberikan angka 
terhadap respon partisipan sehingga dapat dimasukkan dalam database. 
Memasukkan data. Setelah data diberikan kode, maka mereka dapat masuk 
dalam database. Data awal dapat dimasukkan melalui beberapa 
softwareprogram. Seperti contoh SPSS Data Editor.  
- Editing data 
Setelah data keyed-in (dilengkapi), maka perlu untuk ditinjau lebih lanjut. 
Secara instannya, respon nihil, jika ada, harus ditangani bagaimanapun caranya, 
dan data yang tidak konsisten harus diperiksa dan ditindaklanjuti. Perbaikan data 





logis, tidak konsisten, dan ilegal dan peluang dimana informasi dapat 
dikembalikan oleh partisipan studi.  
3.8.2 Metode Analisis Data Kualitatif 
Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 
data kualitatif dan kuantitaif sertauji hipotesis dengan bantuan pengolahan hasil 
data melalui program SPSS untuk mendapatkan hasil yang akurat terhadap hasil 
kuisioner. Analisis kualitatif data (uji kualitatif) perlu dilaksanakan untuk 
mengukur validitas dan reliabilitas variabel dalam instrumen kuisioner karena 
akan sangat menentukan kualitas hasil penelitian.  
- Uji Validitas 
 Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah instrumen penelitian 
yang telah disusun benar-benar akurat, sehingga mampu mengukur apa yang 
seharusnya diukur, Cut et al. (2012:5). Jika angka korelasi yang diperoleh lebih 
besar dari angka kritik (r hitung > r tabel) maka instrumen tersebut dikatakan 
valid.  
- Uji Reliabilitas 
 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil 
pengukurantetap konsisten apabila diukur dua kali atau lebih terhadap gejala 
yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama, Cut et al (2012:5). Uji 
reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data 
menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan atau konsistensi 





suatu konstruk variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha 
> 0,60. 
3.8.3 Metode Analisis Data Kuantitatif 
- Uji Asumsi Klasik  
 Model yang digunakan dalam penelitian ini akan menghasilkan nilai 
parameter yang sahih apabila telah memenuhi asumsi klasik regresi normalitas, 
multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.  
1) Uji Normalitas  
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data  telah memiliki 
distribusi normal. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji 
statistik non-parametik yaitu metode Kolmogrov-Smirnov. Pengambilan 
keputusan dilakukan dengan membandingkan p value yang diperoleh dari 
hasil pengujian normalitas. Data dikatakan terdisribusi secara normal jika 
p value > ɑ0.05, begitu juga sebaliknya. 
2) Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model 
regresi ditemukan adanya korelaasi antarvariabel independen. Uji ini 
dilakukan dengan membandingkan nilai tolerance dan variances factor 
(VIF). Jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF< 10, maka tidak terjadi 
multikolinieritas. 





Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain, Ghozali dalam Arini (2010:81). Jenis uji yang digunakan 
adalah uji glejser dengan meregresi nilai absolut residual terhadap 
variabel independen. Apabila probabilitas signifikansi di atas 5% atau 
0,05 maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 
Setelah dilakukannya ujia asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas, dan 
heteroskedastisitas) dan memperoleh hasil yang wajar (qualified), maka analisis 
regresi dapat dilaksanakan. Hasil data yang diperoleh dari pertanyaan-
pertanyaan dalam kuisioner akan diolah ke dalam bentuk angka-angka dengan 
metode statistik yang menggunakan bantuan SPSS berikut: 
- Analisis Regresi Linear Berganda 
Berhubungan dengan variabel independen dalam penelitian ini lebih dari 
satu, maka jenis analisis yang digunakan yaitu analiis regresi berganda, dimana 
diperuntukkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen 
(lebih dari satu) dengan variabel dependennya.  
Dengan demikian, model persamaan regresi linear berganda menjadi  
Y = a +    X1 +    X2 +    X3 +   X4 
 
Keterangan:  
Y      : Kinerja Auditor  
X1    : Integritas 
X2    : Objektivitas 
X3    : Kerahasiaan 





  : Koefisien Regresi X1 
  : Koefisien Regresi X2 
  : Koefisien Regresi X3 
  : Koefisien Regresi X4 
a  : Konstanta 
 Unuk menilai seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y, peneliti 
menggunakan koefisien determinasi (Kd) yang dapat dinyatakan dalam bentuk 
persantase sebagaii hasil dari rumusan berikut:  
Kd = (rs)² x 100% 
Keterangan:   
Kd  : Koefisien Determinasi  
rs  : Koefisien rank spearman 
 Dalam menilai kekuatan dari hubugan yang dimiliki antar variabel 
tersebut, maka dapat dilihat dari interpretasi nilai berikut:  
 0,00 - 0,199  : Sangat Rendah 
 0,20 - 0,399  : Rendah 
 0,40 - 0,599  : Sedang 
 0,60 - 0,799  : Kuat 
 0,80 - 1,00    : Sangat Kuat 
3.8.4 Pengujian Hipotesis  
- Uji Hipotesis 
 Uji hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis 





pengaruh integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi sebagai variabel 
independen terhadap kualitas audit sebagai variabel dependen. Untuk 
mengetahui pengaruh variabel independen (integritas, objektivitas, kerahasiaan 
dan kompetensi) terhadap variabel dependen (kinerja auditor), maka dilakukan 
dua cara, yaitu: uji secara parsial dan uji secara simultan. Untuk menguji variabel 
secara parsial, maka akan dilakukan dengan cara berikut: 
1) Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha)  
- Hipotesis Pertama (H1). Ho1 : β1 = 0, Integritas tidak berpengaruh 
terhadap kinerja aparat pengawasan internal pemerintah. Ha1 : β1 ≠ 0, 
Integritas berpengaruh terhadap kinerja aparat pengawasan internal 
pemerintah. Jika β1 = 0, maka H01 diterima dan jika β1 ≠ 0; maka Ho1 
ditolak. 
- Hipotesis Kedua (H2). Ho2 : β2 = 0, Objektivitas tidak berpengaruh 
terhadap kinerja aparat pengawasan internal pemerintah. Ha2 : β2 ≠ 0, 
Objektivitas berpengaruh terhadap kinerja aparat pengawasan internal 
pemerintah. Jika β2 = 0, maka H02 diterima dan jika β2 ≠ 0; maka Ho2 
ditolak. 
- Hipotesis Ketiga (H3). Ho3 : β3 = 0, Kerahasiaan tidak berpengaruh 
terhadap kinerja aparat pengawasan internal pemerintah. Ha3 : β3 ≠ 
0,Kerahasiaan berpengaruh terhadap kinerja aparat pengawasan internal 
pemerintah. Jika β3 = 0, maka Ho3 diterima dan jika β3 ≠ 0; maka Ho3 
ditolak. 
- Hipotesis Kempat (H4). Ho4 : β4 = 0, Kompetensi tidak berpengaruh 





Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja aparat pengawasan internal 
pemerintah. Jika β4 = 0, maka Ho4 diterima dan jika β4 ≠ 0; maka Ho4 
ditolak. 
  Jika Ho diterima, maka artinya variabel indpenden tidak berpengaruh 
terhadap variabel dependen, sedangkan jika Ho ditolak berarti variabel 
independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian secara 
simultan variabel independen (integritas, objektivitas, kompetensi, dan 
kerahasiaan) terhadap variabel dependen (kinerja auditor) dilakukan dengan 
langkah - langkah berikut: 
1) Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha)  
Ho5 : β1 = β2 = β3 = β4 = 0, Integritas, objektivitas, kerahasiaan dan 
kompetensi tidak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja aparat 
pengawasan internal pemerintah.  
Ha5 : Jika sedikitnya terdapat salah satu dari βi (i=1,2,3,4) ≠ 0, Integritas, 
objektivitas,kerahasiaan dan kompetensi berpengaruh secara simultan terhadap 
kinerja aparat pengawasan internal pemerintah. Kesimpulannya yaitu jika β1 = 
β2 = β3 = β4 = 0, maka Ho5 diterima dan jika salah satu dari βi (i = 1,2,3,4) ≠ 0, 






 BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Deskripsi Objek Penelitian  
4.1.1  Sejarah Singkat 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan 
Tamalanrea Raya Nomor 3, Bumi Tamalanrea Permai, Makassar, merupakan 
unit pelaksana BPKP Pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala 
BPKP sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal 
30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP yang terakhir 
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Nomor 61/K/SU/2012 tanggal 2 Februari 2012.  
Berdasarkan surat keputusan tersebut dan amanah dari Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP), Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mendapat tugas 
melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta 
penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP). Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 
meliputi Provinsi Sulawesi Selatan  dengan satu pemerintah provinsi dan 24 
pemerintah kabupaten/kota. 
4.1.2 Visi, Misi, dan Nilai 






mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas." 
Misi BPKP: 
 Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan 
negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan 
bebas KKN di Provinsi Sulawesi Selatan.  
 Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan.  
 Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang 
profesional dan kompeten Provinsi Sulawesi Selatan.  
 Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal 
bagi presiden/pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Nilai-nilai luhur BPKP adalah “PIONIR” yang berarti “PEMRAKARSA 
merupakan perwujudan dari keinginan untuk selalu berinovasi guna 
menghasilkan produk-produk yang berbeda dari produk para pengawas intern 
lainnya tetapi diyakini diterima karena dibutuhkan oleh para pemangku 
kepentingan. Nilai-Nilai luhur BPKP (PIONIR), adalah :  
 Profesional  (standar keahlian, kode etik profesi, kualitas kerja). 
 Integritas (kejujuran, obyektivitas, berani, konsisten, konsekuen). 
 Orientasi Pengguna (pelayanan prima, nilai tambah, kepuasan 
pengguna). 
 Nurani dan Akal Sehat (berpihak pada kebenaran, etika, 
proporsional,  dan logika kewajaran). 






 Responsibel – Akuntabel (obligation to act – obligation to answer). 
















Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKP Makassar  
Sumber : Profil BPKP Sul-Sel 2013 
 
4.1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) 
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi 
Sulawesi Selatan per 31 Desember 2012 didukung oleh pegawai-pegawai yang 
Ketua Perwakilan 
Deni Suardi, S.E., Ak., M.M. 
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terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat 
Fungsional Umum. Secara rinci komosisi Sumber Daya Manusia (SDM) BPKP 
Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 
- Pejabat Struktural 
- Pejabat Fungsional Auditor (PFA) : Pengendali Teknis; Ketua Tim; dan 
Anggota Tim 
- Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian 
- Pejabat Fungsional Pranata Komputer 
- Pejabat Fungsional Arsiparis 
- Pejabat Fungsional Umum  
Pejabat Fungsional Auditor merupakan auditor yang berasal dari empat 
bidang berikut : 
- Bidang Instansi Pemerintahan Pusat (IPP) 
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan 
instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima 
pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi 
pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan. 
- Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) 
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi 
pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan pengawasan 





- Bidang Akuntan Negara (AN) 
Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan  
rencana, program, pelaksanaan audit, evaluasi pelaksanaan good corporate 
governance, dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, dan 
badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil 
pengawasan. 
- Bidang Investigasi 
Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
rencana, program, dan pelaksanaan audit terhadap indikasi penyimpangan yang 
merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di 
dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, audit terhadap hambatan 
kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit pada instansi penyidik 
dan instansi lainnya. 
 
4.2 Analisis Data Penelitian 
4.2.1 Demografi Responden 
 Pada bab ini dijelaskan kriteria responden yang memenuhi kualifikasi 
dalam proses perolehan data primer yang melalui media kumpulan pertanyaan 
(kuisioner). Perolehan data primer (kuisioner) dalam penelitian ini diperoleh dari 
60 auditor internal BPKP yang berasal dari bidang  Instansi Pemerintahan Pusat 
(IPP), Akuntan Negara (AN), Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) dan 
Investigatif. Auditor tersebut telah memenuhi kriteria responden dalam peneitian 





- Memiliki latar belakang pendidikan minimun D3 (Diploma) yang sesuai 
dengan profesi yang digeluti. 
- Telah melaksanakan tugas audit dalam bidangnya selama minimum 1 
(satu) tahun sebagai PFA (Pejabat Fungsional Auditor) dalam sebuah tim. 
- Telah memahami dan melaksanakan aturan-aturan perilaku kode etik 
APIP yang diterapkan pada tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh 
BPKP. 
- Mampu menilai performa (hasil kerja) auditnya dalam bentuk skala 
nominal yang tertera dalam kuisioner. 
4.2.2 Perolehan Data  
 Dalam bab ini dijelaskan tahapan sistematis dalam perolehan data dan 
pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis data yang diperoleh 
pada penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer 
didapatkan dari sekumpulan pertanyaan dalam bentuk kuisioner mengenai 
bagaimana Kode Etik APIP berikut: integritas(X1), objektivitas(X2), 
kerahasiaan(X3), dan kompetensi(X4) dapat mempengaruhi Kinerja Auditor 
Internal BPKP (Y). Hubungan antar variabel tersebut tersebut dapat dinilai 
menurut skala likert yang telah diterakan pada kuisioner yang bernilai 1-5 dengan 
keterangan STS (Sangat Tidak Setuju) – SS (Sangat Setuju), dimana terdapat 
nilai 3 dengan keterangan N (Netral/Menolak Memberikan pendapat). Sedangkan 
data sekunder didapatkan dari instansi  berupa gambaran entitas BPKP secara 
gari besar (sejarah singkat, visi misi, struktur organisasi, dan sumber daya 
manusia). 
Kuisioner yang telah mendapatkan persetujuan dari pembimbing akan 





akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin untuk 
penyebaran eksamplar kuisioner ke instansi  yang dituju. Sebelum kuisioner 
disebarkan, peneliti telah menerima persetujuan terlebih dahulu dari pihak BPKP 
untuk mengadakan penelitian pada entitasnya. Setelah mendapat persetujuan 
dari BPKP, maka peneliti menyebarkan kusioner yang berjumlah 60 eksamplar 
kepada bagian Tata Usaha untuk didistribusikan kepada 60 auditor secara 
random kepada bidang IPP (Instansi Pemerintahan Pusat), AN (Akuntan 
Negara), APD (Akuntabilitas Pemerintah Daerah), dan Investigatif dari populasi 
sebesar 140 auditor BPKP Makassar Sulawesi Selatan. 
Perolehan data primer (kuisioner) diperoleh selama dua minggu yang 
dimulai dari 4 Juni 2014 hingga 21 Juni 2014, sehingga diperoleh kuisioner terisi 
sebanyak 60 eksamplar dan siap diolah, sedangkan data sekunder diperoleh 
selama dua hari melalui Sub.Bagian Prolag dalam bentuk soft copy file dan 
dalam bentuk tertulis.  
4.2.3 Uji Kualitas Data 
 Penelitian yang menggunakan sumber data primer kuisioner sebagai 
instrumen dalam mengukur variabel-variabel, harus dilakukan pengujian kualitas 
untuk menilai data yang diperoleh. Pengujian ini bertujuan untuk megetahui 
apakah instrumen yang digunakan bersifat valid dan reliable karena akan sangat 
mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Untuk pengujian kualitas data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS 
(Statistical Product and Service Solution) melalui dua konsep, yaitu: uji validitas 






4.2.3.1 Uji validitas  
Pengujian validitas digunakan untuk menguji apakah pernyataan-
pernyataan yang telah disusun dalam setiap variabel independen: Integritas (X1), 
Objektivitas (X2), Kerahasiaan (X3), dan Kompentensi(X4) dan dependen: 
Kinerja Auditor (Y) pada kuisioner penelitian telah akurat, sehingga mampu 
mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas kuisioner penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS Versi 20.0.  
Uji validitias dalam penelitian ini dilakukan terhadap 60 sampel 
kuisioneryang telah didistribusikan kepada responden.  Secara keseluruhan 
terdapat 44 penyataan dalam instrumen kuisioner, yang terbagi dalam pos 
variabel berikut: Integritas (X1) sebanyak 3 pernyataan; Objektivitas (X2) 
sebanyak 3 pernyataan; Kerahasiaan (X3) sebanyak 6 pernyataan, Kompetensi 
(X4) sebanyak 13 pernyataan; dan Kinerya (Y) sebanyak 19 pernyataan. 
Pengujian dlilakukan untuk melihat signifikansi atas semua pernyataan yang 
digunakan dalam instrumen kuisioner. 
Dalam menghitung tingkat validitas setiap pernyataan pada 
instrumenkuisioner digunakan nilai korelasi person ( r ) hitungyangterdapat pada 
Corrected Item-Total Colleration dan nilai r tabel yang diketahui sebesar 0,3. Jika 
angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari angka kritik (r hitung >r tabel), 
maka pertanyaan dalam kuisioner tersebut dikatakan valid.Hasil dari pengujian 
validitas untuk masing-masing pernyataan pada variabel Integritas (X1), 
Objektivitas (X2), Kerahasiaan (X3), Kompentensi(X4), dan dependen: Kinerja 







 Uji Validitas Variabel Integritas (X1) 
 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
IN1 21,8333 3,463 ,735 ,759 
     











Sumber : Olahan Penulis (2014) 
 
 Dari tabel di atas, dapat dilihat hasil pengujian validitas yang dilakukan 
terhadap tiga penyataan yang digunakan dalam variabel Integritas (X1). Nilai r 
hitung untuk tiga pernyataan instrumen secara masing-masing dapat dilihat dari 
kolom Corrected Item-Total Collerationyaitu 0,735; 0,646; dan 0,653. Secara 
keseluruhan nilai r hitung >dari nilai r tabel (0,3), sehingga keseluruhan tiga 
pertanyataan di atas dapat dikatakan valid. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel integritas bersifat 
signifikan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur variabel tersebut. 
Tabel 5.2  
 
Uji Validitas Variabel Objektivitas (X2) 
 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
OB1 21,6500 2,774 ,556 ,748 
OB2 21,7500 2,733 ,697 ,711 
OB3 21,5167 2,864 ,440 ,789 
X2 12,9833 ,966 1,000 ,499 







 Dari Tabel 5.2 tersebut, dapat dilihat hasil pengujian validitas yang 
dilakukan terhadap tiga penyataan yang digunakan dalam variabel Objektivitas 
(X2). Nilai r hitung untuk tiga pernyataan instrumen secara masing-masing dapat 
dilihat dari kolom Corrected Item-Total Collerationyaitu 0,556; 0,697; dan 0,440. 
Secara keseluruhan nilai r hitung > dari nilai r tabel (0,3), sehingga keseluruhan 
tiga pertanyataan di atas dapat dikatakan valid. Hal tersebut mengindikasikan 
bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel objektivitas bersifat 




Uji Validitas Variabel Kerahasiaan (X3) 
 
 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
KRKH1 48,2500 13,614 ,668 ,740 
KRKH2 48,1000 13,142 ,755 ,727 
KRPI3 48,2000 14,231 ,459 ,762 
KRPI4 48,3833 14,206 ,608 ,754 
KRPI5 48,1333 13,338 ,650 ,736 
KRPI6 48,0500 13,608 ,615 ,743 
X3 26,2833 4,037 1,000 ,784 
Sumber : Olahan Penulis (2014) 
 
Dari tabel tersebut dapat dilihat hasil pengujian validitas yang dilakukan 
terhadap enam penyataan yang digunakan dalam variabel Kerahasiaan (X3). 
Nilai r hitung untuk tiga pernyataan instrumen secara masing-masing dapat 
dilihat dari kolom Corrected Item-Total Collerationyaitu 0,688; 0,755; 0,459; 





Secara keseluruhan nilai r hitung > dari nilai r tabel (0,3), sehingga 
keseluruhan tiga pertanyataan di atas dapat dikatakan valid. Hal tersebut 
mengindikasikan bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel 




Uji Validitas Variabel Kompetensi (X4) 
 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 










































KOPU8 109,3000 56,824 ,731 ,725 
KOPU9 109,2333 59,436 ,430 ,741 
KOKK10 109,1833 58,830 ,612 ,736 
KOKK11 109,3500 57,486 ,797 ,727 
KOKK12 109,6167 59,054 ,657 ,736 
KOKK13 109,6167 58,749 ,646 ,735 
X4 56,8833 15,935 1,000 ,866 
 
Sumber : Olahan Penulis (2014) 
 
Dari tabel tersebut dapat dilihat hasil pengujian validitas yang dilakukan 
terhadap 13 penyataan yang digunakan dalam variabel Kompetensi (X4). Nilai r 
hitung untuk tiga pernyataan instrumen secara masing-masing dapat dilihat dari 
kolom Corrected Item-Total Collerationyaitu 0,346; 0,616; 0,598; 0,642; 0,427; 
0,552; 0,545; 0,731; 0,430; 0,612; 0,797; 0,657; dan 0,646. Secara keseluruhan 





atas dapat dikatakan valid. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pernyataan 
yang digunakan untuk mengukur variabel kompetensi memiliki sifat signifikan, 
sehingga dapat digunakan untuk mengukur variabel tersebut.  
Tabel 5.5 
 
Uji Validitas Variabel Kinerja (Y) 
 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
KNKPAPA1 153,9167 82,620 ,654 ,723 
KNKPAPA2 153,6667 83,311 ,533 ,726 
KNKPAPA3 153,9500 84,489 ,446 ,731 
KNKPAPA4 154,0167 83,406 ,638 ,726 
KNKPAPL5 154,3167 83,129 ,634 ,724 
KNKPAPL6 154,1667 84,345 ,695 ,729 
KNKPAPL7 153,8667 84,897 ,367 ,732 
KNKPAPL8 153,8833 84,512 ,385 ,731 
KNKPB9 153,9000 82,939 ,562 ,725 
KNKPB10 154,0000 82,746 ,708 ,723 
KNKPB11 153,7833 83,190 ,544 ,726 
KNKPB12 153,7833 84,003 ,453 ,729 
KNKPB13 153,6833 82,257 ,440 ,734 
KNKPB14 153,9333 83,419 ,567 ,726 
KNKPB15 153,8167 84,729 ,376 ,732 
KNKPB16 153,6500 83,113 ,558 ,726 
KNKPB17 153,9333 82,741 ,650 ,724 
KNKPB18 153,9000 82,295 ,684 ,722 
KNKO19 153,9500 82,523 ,689 ,723 
Y 79,1167 22,105-975o 1,000 ,859 
Sumber : Olahan Penulis (2014) 
 
Dari tabel tersebut dapat dilihat hasil pengujian validitas yang dilakukan 
terhadap 13 penyataan yang digunakan dalam variabel Kompetensi (X4). Nilai r 
hitung untuk tiga pernyataan instrumen secara masing-masing dapat dilihat dari 





0,695; 0,367; 0,385; 0,562; 0,708; 0,544; 0,453; 0,440; 0,567; 0,376; 0,588; 
0,650; 0,684; dan 0,689. Secara keseluruhan nilai r hitung > dari nilai r tabel 
(0,3), sehingga keseluruhan 13 pertanyataan di atas dapat dikatakan valid. Hal 
tersebut mengindikasikan bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengukur 
variabel kinerja bersifat signifikan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur 
variabel tersebut.  
4.2.3.2 Uji Reliabilitas. 
 Uji reliabilitas dilakukan untuk menggambarkan tingkat kehandalan/ 
kesahian instrumen kuisioner yang akan digunakan dalam setiap variabel yang 
diteliti, sehingga dapat digunakan untuk penelitian yang menggunakan substansi 
yang sama dari waktu ke waktu. Dalam pengujian reliabilitas ini digunakan 
koefisien Cronbanch Alpha yang memiliki tingkat keandalah koefisien korelasi 
berikut:  
- Antara 0,800 sampai 1,000 adalah sangat tinggi, 
- Antara 0,600 sampai 0,799 adalah tinggi, 
- Antara 0,400 sampai 0,599 adalah cukup, 
- Antara 0,200 sampai 0,399 adalah rendah, dan  
- Antara 0,000 sampai 0,199 adalah sangat rendah. 
Instrumen penelitian dapat dikatakan handal apabila nilai 
CronbanchAlphalebih besar dari 0,60 atau dengan kata lain nilai 
CronbanchAlpha harus berada pada tingkat cukup (0,599) hingga sangat tinggi 
(1,000). Hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan pada tiap variabelindependen: 
Integritas (X1), Objektivitas (X2), Kerahasiaan (X3), dan Kompentensi(X4) dan 





penjelasan berikut:  
Tabel 5.6  
 




N of Items 
,819 4 
Sumber ; Olahan Penulis (2014) 
 
 Dari tabel di atas dapat dilihat hasil uji reliabilitas pada variabel integritas 
dalam instrumen kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji 
reliabilitas tersebut menunjukkan nilai Cronbanch Alpha adalah 0,819, sehingga 
instrumen kuisioner yang digunakan dapat dikatakan handal karena lebih besar 
dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,6 dan memiliki tingkat signifikansi 
yang tinggi karena berada dalam kisaran 0,799. 
 
Tabel 5.7  
 




N of Items 
,778 4 
Sumber ; Olahan Penulis (2014) 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat hasil uji reliabilitas pada variabel 
objektivitas dalam instrumen kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil 
uji reliabilitas tersebut menunjukkan nilai Cronbanch Alpha adalah 0,778, 
sehingga instrumen kuisioner yang digunakan dapat dikatakan handal karena 
lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,6 dan memiliki tingkat 






Tabel 5.8  
 




N of Items 
,774 7 
Sumber : Olahan Penulis (2014) 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat hasil uji reliabilitas pada variabel 
kerahasiaan dalam instrumen kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini. 
Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan nilai Cronbanch Alpha adalah 0,774, 
sehingga instrumen kuisioner yang digunakan dapat dikatakan handal karena 
lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,6 dan memiliki tingkat 
signifikansi yang tinggi karena berada dalam kisaran 0,799. 
 
Tabel 5.9  
 




N of Items 
,754 14 
Sumber : Olahan Penulis (2014) 
 
Dari tabel 5.9 di atas dapat dilihat hasil uji reliabilitas pada variabel 
kompetensi (x4) dalam instrumen kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini. 
Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan nilai Cronbanch Alpha adalah 0,754, 
sehingga instrumen kuisioner yang digunakan dapat dikatakan handal karena 
lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,6 dan memiliki tingkat 
signifikansi yang tinggi karena berada dalam kisaran 0,799. Berdasarkan 
perolehan data hasil uji reliabilitas tersebut, maka dapat diindikasikan bahwa 





Tabel 5.10  
 




N of Items 
,740 20 
Sumber : Olahan Penulis (2014) 
 
Dari tabel tersebut dapat dilihat hasil uji reliabilitas pada variabel kinerja 
dalam instrumen kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji 
reliabilitas tersebut menunjukkan nilai Cronbanch Alpha adalah 0,740, sehingga 
instrumen kuisioner yang digunakan dapat dikatakan handal karena lebih besar 
dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,6 dan memiliki tingkat signifikansi 
yang tinggi karena berada dalam kisaran 0,799. 
4.2.4 Uji Kuantitas Data 
Pengujian kuantitas data dilakukan dengan menggunakan analisis linear 
berganda (multiple regression). Sebelum menggunakan analisis regresi tersebut, 
maka sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik (regresi normalitas, 
multikolinieritas, dan heteroskedastisitas). Hasil dari uji asumsi klasik tersebut 
dapat dilhat dalam penjelasan berikut. 
- Uji Asumsi Klasik 
1) Uji Normalitas  
Hasi dari uji normalitas dengan menggunakan metodeKolmogrov-
Smirnovyaitu dengan melihat nilai probabilitas yang diperoleh dapat dilihat pada 















 Mean ,0000000 
Std. Deviation 4,21503681 
Most Extreme Differences Absolute ,158 
Positive ,101 
Negative -,158 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,228 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,098 
 Sumber: Olahan Penulis (2014) 
Dari hasil pengujian One Sample Kolmogrov-Smirnov Test dalam tabel 
5.11 di atas, maka dapat dilihat nilai probabilitas (p value) residual memiliki nilai 
0,098 yang lebih besar dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa data residual telah 
terdistribusi secara normal. 
2) Uji Multikolinieritas 













  X2 0,744 1,344 
  X3 0,461 2,167 
  X4 0,413 2,421 
   
Sumber: Olahan Penulis (2014) 
Dari tabel 5.11 di atas, maka dapat dilihat diketahui apakah terjadi 
masalah multikolinieritas atau tidak dengan membandingkan nilai tolerance dan 
VIF. Nilai tolerance masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF 
lebih kecil dari 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah 
multikolinieritas. 
3) Uji Heteroskedastisitas  
 Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji geljser dapat dilihat 
pada tabel berikut. 
Tabel 5.13 
 
Uji Heteroskedastisitas – Geljser 
 







































 Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang digambarkan dalam tabel 
5.13 tersebut, maka dapat dilihat nilai probabilitas signifikansi semua variabel 
independen. Seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas signifikansi 
di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model 
regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 
- Analisis Linear Berganda (Multipple Regression) 
 Alat analisis ini digunakan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu ingin 
mengetahui pengaruh variabel-variabel independen: variabel independen: 
Integritas (X1), Objektivitas (X2), Kerahasiaan (X3), dan Kompentensi(X4) 
terhadap variabel dependen: Kinerja Auditor (Y). Dalam mengUji tingkat 
pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dalam 
analisis ini, maka secara simlutan (seluruh) ditentukan ketetapan βi (i=1,2,3,4) ≠ 
0, sehingga Integritas (X1), objektivitas (X2), kerahasiaan (X4) dan kompetensi 
(X5) berpengaruh terhadap kinerja auditor APIP (Y). Tingkat signifikansi 
pengaruh variabel independen terhadap dependen dapat diperoleh dari 
persentasi nilai Adjusted R². 
Secara parsial ditetapkan hipotesis sebagai berikut : 
- Ho1 : β1 = 0, Integritas tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat 
pengawasan internal pemerintah. Ha1 : β1 ≠ 0, Integritas berpengaruh 
terhadap kinerja aparat pengawasan internal pemerintah. Jika β1 = 0, 
maka Ho1 diterima dan jika β1 ≠ 0; maka Ho1 ditolak. 
- Hipotesis Kedua (H2). Ho2 : β2 = 0, Objektivitas tidak berpengaruh 
terhadap kinerja aparat pengawasan internal pemerintah. Ha2 : β2 ≠ 0, 





pemerintah. Jika β2 = 0, maka H02 diterima dan jika β2 ≠ 0; maka Ho2 
ditolak. 
- Hipotesis Ketiga (H3). Ho3 : β3 = 0, Kerahasiaan tidak berpengaruh 
terhadap kinerja aparat pengawasan internal pemerintah. Ha3 : β3 ≠ 0, 
Kerahasiaan berpengaruh terhadap kinerja aparat pengawasan internal 
pemerintah. Jika β3 = 0, maka Ho3 diterima dan jika β3 ≠ 0; maka Ho3 
ditolak. 
- Hipotesis Kempat (H4). Ho4 : β4 = 0, Kompetensi tidak berpengaruh 
terhadap kinerja aparat pengawasan internal pemerintah. Ha4 : β4 ≠ 0, 
Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja aparat pengawasan internal 
pemerintah. Jika β4 = 0, maka Ho4 diterima dan jika β4 ≠ 0; maka Ho4 
ditolak. Hasil dari analisis linear berganda tersebut dapat dilihat dalam 
penjelasan berikut:  
Tabel 5.14 





Β T Sig 
Konstanta  11,586 3,216 
 
0,151 
X1 0,884 0,651 6,348 0,001 
     
X2 0,368 0,071 ,753 0,455 
X3 1,254 0,218 1,813 0,075 
     
X4 0,097 0,029 2,228 0,048 
 
Sumber: Olahan Penulis (2014) 
 
Dari tabel di atas, diperoleh persamaan sebagai berikut: 
Y = 3,216 + 0,651x1 + 0,071x2 + 0,218x3 + 0,029x4 
Berdasarkan ketentuan yaitu jika βi (i=1,2,3,4) ≠ 0, maka Integritas (X1), 





kinerja auditor APIP (Y).  Dari persamaan yang diperoleh, maka dapat dikatakan 
bahwa seluruh variabel independen (X1,X2,X3, dan X4) secara simultan 
berpengaruh terhadap variabel dependen (kinerja auditor APIP).  
-  Dari tabel dapat dilihat nilai β1 pada variabel X1= 0,651 sehingga Ho1 
ditolak atau dengan kata lain Integritas berpengaruh terhadap kinerja 
aparat pengawasan internal pemerintah.  
- Dari tabel dapat dilihat nilai β2 pada variabel X2= 0,071 sehingga Ho2 
ditolak atau dengan kata lain objektivitas berpengaruh terhadap kinerja 
aparat pengawasan internal pemerintah.  
- Dari tabel dapat dilihat nilai β3 pada variabel X3= 0,218 sehingga Ho3 
ditolak atau dengan kata lain kerahasiaan berpengaruh terhadap kinerja 
aparat pengawasan internal pemerintah. 
- Dari tabel dapat dilihat nilai β4 pada variabel X4= 0,029 sehingga Ho4 
ditolak atau dengan kata lain kompetensi berpengaruh terhadap kinerja 
aparat pengawasan internal pemerintah.   
Pada tabel tersebut terdapat nilai adjusted R² yaitu sebesar 0,605 atau 
60,5%, sehingga dapat dikatakan bahwa variasi variabel independen yang 
digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 60,5% variabel dependen 





Model R R Square Adjusted R 
Square 




 ,632 ,605 4,36562 
 





 Berdasarkan tabel koefisien korelasi di atas, diketahui R sebesar 0,795. 
Hasil tersebut dapat dikategorikan “kuat” berdasarkan interpretasi koefisien 
regresi yang telah dijelaskan pada BAB III atau dengan kata lain, nilai koefisien 
korelasi pengaruh kode etik APIP  (integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan 
kompetensi) terhadap kinerja  auditor pemerintah terletak di antara 0,60 – 0,799 
yang berarti “kuat”. Kemudian dari tabel di atas dapat dilihat hasil dari R Square 
atau koefisien determinasi (KD). R Square yang diperoleh adalah 0,632. Hal ini 
dapat ditafsirkan bahwa variabel X memiliki pengaruh kontribusi sebesar 63,2% 
terhadap variabel Y. 
4.2.5.1 Uji parsial (Uji t) 
 Pengujian secara parsial (Uji t) terhadap masing-masing variabel 
independen: Integritas (X1), Objektivitas (X2), Kerahasiaan (X3), dan 
Kompentensi(X4) dilakukan untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis 
yang telah diajukan. Hasil output regresi dengan SPSS akan menunjukkan nilai t 
hitung dan signifikansinya.  
Dalam melihat signifikansi tiap variabel, maka dapat dilakukan dengan 
melihat dari nilai t-hitung dan t-tabel setiap variabel X. Jika nilai t-hitung > t-tabel 
maka secara individual (parsial), variabel X dapat dinyatakan memiliki pengaruh 
signifikan terhadap variabel Y, dan jika nilai t-hitung < t-tabel maka variabel X 
secara individual tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. 
Diketahui nilai t-tabel yaitu sebesar  2,004 
Penerimaan hipotesis juga dapat dilihat dari nilai signifikansi setiap 
variabel independen. Jika nilai signifikansi < 0,05 atau 5% maka hipotesis dapat 



















Konstanta 11,586 7,948 3,216 1,458 0,151 
      
X1 0,884 0,139 0,651 6,348 0,001 
X2 0,368 0,488 0,071 0,753 0,455 
X3 1,254 0,692 0,218 1,813 0,075 
      
X4 0,097 0,425 0,029 2,228 0,048 
   
  Sumber: Olahan Penulis (2014) 
Dari tabel di atas maka dapat dillihat nilai t-hitung dan derajat signifikansi 
tiap variabel independen (X1,X2,X3, dan X4) yang merupakan indikator 
penerimaan dan penolakan hipotesis. Hasil pengujian hipotesis melalui uji parsial 
(Uji t) secara terperinci dijelaskan sebagai berikut: 
- Pada variabel integritas (X1) nilai t-hitung sebesar 6,348 lebih besar dari nilai 
t-tabel 2,004, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen 
integritas(X1) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen Kinerja Auditor 
APIP (Y). Dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,001 maka dapat 
dinyatakan bahwa integritas (X1)yang dilaksanakan oleh auditor memiliki 
pengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor APIP sebesar 1%. Berdasarkan 
hasil tersebut, maka hipotesis peneliti bahwa integritas memengaruhi kinerja 
(Ha1) dapat diterima. 
- Pada variabel objektivitas (X2) nilai t-hitung sebesar 0,753 lebih kecil dari 





objektivitas (X2)tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen Kinerja 
Auditor APIP (Y). Dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,455 maka 
dapat dinyatakan bahwa objektivitas (X2)yang dilaksanakan oleh auditor 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Auditor APIP 
sebesar 45,5%. Dengan kata lain, hipotesis peneliti bahwa objektivitas 
memengaruhi kinerja (Ha2) ditolak. 
- Pada variabel kerahasiaan (X3) nilai t-hitung sebesar 1,813 lebih kecil dari 
nilai t-tabel 2,004, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen 
kerahasiaan (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen 
Kinerja Auditor APIP (Y). Dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,075 
maka dapat dinyatakan bahwa kerahasiaan (X3) yang dilaksanakan oleh 
auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Auditor 
APIP sebesar 7,5%. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis peneliti bahwa kerahasiaan memengaruhi kinerja (Ha3) 
ditolak. 
- Pada variabel kompetensi (X4) nilai t-hitung sebesar 2,228 lebih besar dari 
nilai t-tabel 2,004, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kompetensi (X4) 
memiliki pengaruh terhadap variabel dependen Kinerja Auditor APIP (Y). 
Dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,048 maka dapat dinyatakan 
bahwa kompetensi (X4) yang dilaksanakan oleh auditor memiliki pengaruh 
signifikan terhadap Kinerja Auditor APIP sebesar 4,8%. Berdasarkan hasil 
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis peneliti bahwa 
kompetensi memengaruhi kinerja (Ha4) dapat diterima. 
4.2.5.2 Uji Simultan (Uji F) 





independen secara bersama-sama (simultan) terhadap perubahan nilai variabel 
dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan nilai semua variabel 
independen secara bersamaan. Uji F atau ANOVA dilakukan dengan 
membandingkan tingkat signifikansi yang ditetapkan untuk penelitian dengan 
probability value dari hasil penelitian, Ghozali dalam Sari 2011:51.  
Dalam pengujian simultan variabel independen yaitu:Integritas (X1), 
Objektivitas (X2), Kerahasiaan (X3), dan Kompentensi(X4)ditetapkan ketentuan 
bahwa jika F-hitung > F-tabel maka hipotesis dapat diterima atau dengan kata 
lain seluruh variabel independen (X1,X2,X3, dan X4) secara bersama-sama 
mempengaruhi variabel dependen Kinerja Auditor APIP (Y). Diketahui F-tabel 
adalah sebesar 2,38. Hasil dari pengujian simultan (Uji t/ANOVA) pada 
keseluruhan variabel-variabel independen dalam penelitian ini akan dijelaskan 
melalui tabel dan pembahasan berikut: 
Tabel 5.17 
 
Uji Simultan (Uji F) 
 
Sumber : Olahan Penulis (2014) 
 
Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai F-hitung adalah sebesar 23,594 dan 
signifikansi sebesar 0,001. Hal tersebut mengindikasikan bahwa F-hitung 
sebesar 23,594 lebih besar dari F-tabel 2,38, sehingga dapat dinyatakan bahwa 
secara simultan variabel independen Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan 
 
   
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Regression 1798,708 4 449,677 23,594 ,001b 
Residual 1048,226 55 19,059     





Kompentensi (X1,X2,X3, dan X4) secara bersama-sama mempengaruhi variabel 
dependen Kinerja Auditor APIP (Y).  
Tingkat signifikansi sebesar 0,001 kurang dari 0,05 atau 5%, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen Integritas, 
Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompentensi (X1,X2,X3, dan X4) memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Kinerja Auditor APIP (Y) 
sebesar 1%. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka hipotesis peneliti bahwa 
integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi mempengaruhi kinerja 
auditor (Ha5) dapat diterima. 
 
4.3 Pembahasan  
4.3.1  Pengaruh Integritas terhadap Kinerja Auditor APIP 
 Dalam pengujian secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa nilai t hitung 
sebesar 6,348 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,004, sehingga dapat dikatakan 
bahwa variabel independen Integritas (X1) memiliki pengaruh yang signifikan 
sebesar 1% terhadap kinerja auditor APIP. Hal ini juga ditunjukkan dengan nilai 
koefisien β1 yang bernilai sebesar 0,651 atau dengan kata lain β1  ≠ 0 yang 
menunjukkan bahwa integritas berpengaruh terhadap kinerja auditor APIP. 
 Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis penuis (Ha1) bahwa integritas 
berpengaruh terhadap kinerja auditor APIP dapat diterima. Hal ini juga telah 
sesuai dengan hasil penelitian Erina (2012), Wati,dkk (2010) bahwa integritas 
memiliki peran terhadap kinerja auditor. Dalam penelitian Erina, sikap integritas 





auditor akan menghasilkan kinerja yang baik. Sikap tersebut merupakan 
karakteristik integritas sebagaimana yang dirumuskan dalam kode etik APIP. 
Berbeda dengan penelitian Arini (2010), dimana integrtias tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja auditor internal. 
4.3.2  Pengaruh Objektivitas terhadap Kinerja Auditor APIP 
 Dalam pengujian secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa nilai t hitung 
sebesar 0,753 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,004, sehingga dapat dikatakan 
bahwa variabel independen objektivitas (X2) tidak memiliki pengaruh terhadap 
kinerja auditor APIP, atau dengan kata lain,hipotesis penulis (Ha2) 
bahwaobjektivitas berpengaruh terhadap kinerja auditor APIP ditolak.  
Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Erina 
(2012), Wati,dkk (2010), dan Arini (2010) bahwa objektivitias memiliki pengaruh 
terhadap kinerja auditor namun bersifat signifikan. Pada penelitian Arini (2010), 
variabel objektivitas memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor internal dengan 
perolehan nilai signifikansi sebesar 0,042 dan nilai t hitung (2,093) > t tabel 
(2,021). Erina (2012) menambahkan bahwa auditor harus mampu 
mempertahankan objektivitasnya dalam melaksanakan audit dengan jujur dan 
bersikap adil serta tidak memihak. Hal tersebut merupakan sikap yang harus 
dilakukan oleh auditor untuk melaksanakan kinerja audit yang baik. Dalam Kode 
Etik APIP juga dirumuskan prinsip perilaku objektivitas yang berupa perilaku jujur 
dan adil.  
 Penjelasan lebih lanjut terhadap hipotesis yang menyatakan  bahwa 
objektivitas memengaruhi kinerja (Ha2) tidak diterima tersebut dapat dilihat dari 






Analisis Deskriptif Variabel Objektivitas (X2) 
ITEM SS S N TS S MEAN 
F % F % F % F % F % 
OB1 19 31,7 38 63,3 3 5 0 0 0 0 4,2667 
OB2 13 21,7 44 73,3 2 3,3 1 1,7 0 0 4,1502 
OB3 27 45,0 31 51,7 2 3,3 0 0 0 0 4,1187 
 
Sumber : Olahan Penulis (2014) 
 
Dalam analisis deskriptif kuisioner terhadap variabel objektivitas di atas, 
diperoleh persentasi jawaban netral sebesar 5% pada pernyataan no.1; 3,3% 
pada pernyataan no.2 dan 3,3% pada pernyataan no.3; serta jawaban tidak 
setuju sebesar 1,7% pada pernyataan no.2.Kesimpulannya, terdapat persentasi 
ketidakberpihakan auditor baik memberikan tanggapan positif atau negatif 
sebesar 3,3-5% terhadap pelaksanaan objektivitas.  Terdapat sebesar 1,7% 
auditor memberikan tanggapan negatif terhadap pelaksanaan objektivitas. 
Tanggapan positif (setuju dan sangat setuju) auditor terhadap pelaksanaan 
objektivitas dalam kinerjanya memiliki nilai persentase sebesar 21-74%. 
Berdasarkan nilai persentasi tanggapan netral dan negatif tersebut, maka 
objektivitas dinilai tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 
4.3.3  Pengaruh Kerahasiaan terhadap Kinerja Auditor APIP 
 Dalam pengujian secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa nilai t hitung 
sebesar 1,813 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,004, sehingga dapat dikatakan 
bahwa variabel independen kerahasiaan (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap 
kinerja auditor APIP. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis penulis (Ha3) 
bahwa kerahasiaan berpengaruh terhadap kinerja auditor APIP ditolak. Hasil 





Arini (2010), dimana kerahasiaan tidak ditemukan memilliki pengaruh terhadap 
kinerja secara parsial. Dalam penelitiannya, kerahasiaan memiliki nilai t-hitung 
(0,325) < t-tabel (2,021) dan signifikansi sebesar 0,747 > 0,05, sehingga dapat 
diakatakan bahwa kerahasiaan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja.  
Hal tersebut berbeda dengan kesimpulan peneltian yang dilakuka oleh 
Erina (2012) dimana kerahasiaan memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor 
namun tidak signifikan. Dalam kode etik APIP, kerahasiaan informasi auditi 
sangat penting untuk dijaga auditor agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang 
tidak memiliki kepentingan sesuai perundang-undangan. Penjelasan lebih lanjut 
terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa kerahasiaan memengaruhi kinerja 
(Ha3) tidak diterima tersebut dapat dilihat dari hasil penafsiran uji deskriptif 
berikut. 
Tabel 5.19 
Analisis Deskriptif Variabel Kerahasiaan (X3) 
ITEM SS S N TS S MEAN 
F % F % F % F % F % 
KRKH1 23 38,3 26 43,3 11 18,4 0 0 0 0 4,2887 
KRKH2 30 50,0 28 46,7 2 3,3 0 0 0 0 4,3778 
KRPI3 22 36,7 24 40,0 14 23,3 0 0 0 0 4,1533 
KRPI4 11 18,3 46 80,0 1 1,7 0 0 0 0 4,1883 
KRPI5 25 41,7 29 48,3 6 10,0 0 0 0 0 4,3181 
KRPI6 31 51,6 26 46,7 1 1,7 0 0 0 0 4,3882 
Sumber : Olahan Penulis (2014) 
Dalam analisis deskriptif kuisioner terhadap variabel kerahasiaan di atas, 
diperoleh persentasi jawaban netral sebesar 18,4% untuk pernyataan no.1, 3,3% 
untuk pernyataan no.2; 23,3% untuk pernyataan no.3; 1,7% untuk pernyataan 
no.4; 10,0% untuk pernyataan no.5; dan 1,7% untuk pernyataan no.6. Dari hasil 





yang menyatakan ketidakberpihakan auditor dalam menanggapi secara positif 
maupun negatif terhadap pelaksanaan kerahasiaan dalam kinerja mereka. 
Tanggapan positif (setuju dan sangat setuju) auditor sebagai kontribusinya 
terhadap pelaksanaan penjagaan kerahasiaan informasi adalah  sebesar 18-
80%. Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan banyak sekali tanggapan netral 
auditor akan pengaruh kerahasiaan terhadap kinerja, sehingga dapat dilihat 
bahwa kerahasiaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
aduitor. 
4.3.4  Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Auditor APIP 
 Dalam pengujian secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa nilai t hitung 
sebesar 2,228 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,004, sehingga dapat dikatakan 
bahwa variabel kompetensi (X4) memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 4,8% 
terhadap kinerja auditor APIP. Hal ini juga ditunjukkan dengan nilai koefisien β4 
yang bernilai sebesar 0,029 atau dengan kata lain β4  ≠ 0 yang menunjukkan 
bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja auditor APIP. 
 Berdasarkan hasil tersebut, maka Ha4: Kompetensi berpengaruh 
terhadap kinerja auditor APIP dapat diterima. Hal ini juga telah sesuai dengan 
hasil penelitian Erina (2012) dan Arini (2010) bahwa kompetensi memiliki peran 
terhadap kinerja auditor. Dalam penelitian yang dilakukan Arini (2012),  
kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal dengan 
perolehan signifikansi sebesar 0,005 dan t hitung (2,996) > t tabel (2,021). Hasil 
penelitian Erina (2012) juga menunjukkan bahwa kompetensi sangat 
berpengaruh terhadap kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, dimana 
kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit adalah pengetahuan dan 





dan sebagai pengembangan keahlian yang diperlukan dalam audit yang akan 
dilaksanakan selanjutnya, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik dan 
profesional.  
4.3.5 Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi 
terhadap Kinerja Auditor  
 Berdasarkan hasil pengujian simultan (Uji F) variabel independen 
(integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi) terhadap variabel 
dependen yaitu kinerja auditor, maka hasil yang diperoleh bahwa seluruh 
variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dengan 
perolehan nilai F-hitung sebesar 23,594 lebih besar dari F-tabel 2,38.  
Hasil tersebut mendukung peneitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Arini (2010) dimana terdapat hubungan signifikan antara persepsi auditor 
terhadap kode etik terhadap kinerja auditor internal. Hal ini juga terbukti dalam 
penelitian erina et al (2012) bahwa secara simultan, integritas, objektivitas, 
kerahasiaan, dan kompetensi secara bersama-sama mempengaruhi kinerja 











 Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang 
dirumuskan dalam hipotesis penelitian dengan menggunakan uji kualitatif dan 
pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Secara simultan, keseluruhan variabel independen yaitu: Kode Etik APIP 
(Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompentensi) secara signifikan 
mempengaruhi Kinerja Auditor Pemerintah BPKP. Hasil tersebut juga 
mendukung penelitian Arini (2010) bahwa secara simultan persepsi 
auditor atas kode etik memiliki pengaruh terhadap auditor pemerintahan.  
2. Secara parsial, integritas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
Kinerja Auditor Pemerintah BPKP. Hasil yang ditemukan berbeda dengan 
penelitian Arini (2010) dimana integritas tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja auditor pemerintah. 
3. Secara parsial, objektivitas tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja 
Auditor Pemerintah BPKP. Hasil yang ditemukan berbeda dengan 
penelitian Arini (2010) dimana objektivitasmemiliki pengaruh signifikan 
terhadap kinerja auditor pemerintah. 
4. Secara parsial, kerahasiaan tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja 
Auditor Pemerintah BPKP. Hasil yang ditemukan sama dengan penelitian 
Arini (2010) dimana kerahasiaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 






5. Secara parsial, kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
Kinerja Auditor Pemerintah BPKP.Hasil yang ditemukan sama dengan 
penelitian Arini (2010) dimana kompetensi memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja auditor pemerintah. 
 
5.2 Keterbatasan 
 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
- Hasil penelitian kurang dapat digeneralisasikan karena sampel yang 
diambil dalam penelitian ini hanya auditor internal pemerintah yang 
bekerja di Kantor Perwakilan BPKP Makassar – Sulawesi Selatan, 




Beberapa saran yang diajukan peneliti untuk penelitian berikutnya 
denganmelihat hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: 
1. Sampel penelitian dapat diperluas tidak hanya pada suatu badan yaitu 
BPKP yang termasuk dalam APIP saja yang akan diambil tetapi juga 
mengikutsertakan seluruh anggota APIP dari badan yang lain seperti di 
tingkat Inspektorat, dll. 
2. Penelitian selanjutnya lebih baik menggunakan metode wawancara 
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 Dalam sistematika penyelesaian penyusunan skripsi “Pengaruh Kode Etik 
Auditor APIP terhadap Kinerja Auditor yang dilaksanakan oleh penulis Siti Annisa 
Soraya (A31110121), mahasiswi Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin 
Makassar, maka akan diadakan penelitian dengan metode pengumpulan data 
primer melalui kuisioner berikut.  
1. Nama                         :  
2. Umur                          :  
3. Jenis Kelamin            :  
4. Pendidikan Terakhir   :   
 S3 




5. Jabatan                      : 
 Partner 
 Senior Auditor 
 Junior Auditor 
 Lain-lain, sebutkan…… 
6. Lama Bekerja             :   
Cara pengisian kuesioner : 
Bapak/ibu/saudara/i cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan 
jawabanyang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap 
pernyataan mengharapkan hanya ada satu jawaban. Setiap angka akan mewakili 
tingkatkesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Skor/Nilai jawaban 
adalahsebagai berikut : 
Skor/Nilai 1 : Sangat tidak setuju (STS) 
Skor/Nilai 2 : Tidak setuju (TS) 
Skor/Nilai 3 : Netral (N) 
Skor/Nilai 4 : S (Setuju) 










STS TS N S SS 
Bagaimana pendapar Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut : 
  
          
I. Indikator : Mutu personal   
1 Auditor harus mampu bekerja sama dalam tim           
2 
Auditor harus memiliki rasa ingin tahu yang         
  
besar, berpikiran luas dan mampu menangani         
ketidak pastian.         
3 
Sebagai auditor, saya mampu dan telah memenuhi         
  
kualifikasi personel (indeks prestasi, asal         
perguruan, dan lain-lain).         
4 
Auditor mampu menganalisis dengan cepat dalam         
  mengaudit suatu objek pemeriksaan.         
5 
Sebagai auditor, saya mampu meningkatkan kualitas 
jasa yang saya berikan secara berkelanjutan. 
          
          
II. Indikator : Pengetahuan Umum 
6 
Untuk melakukan audit yang baik saya perlu         
  mengetahui jenis industri klien.         
7 
Auditor harus memahami Standar Akuntansi         
  
Keuangan (SAK) dan Standar Profesional Akuntan         
Publik (SPAP).         
8 
Auditor harus memiliki kemampuan untuk         
  melakukan review analitis.         
9 
Untuk melakukan audit yang baik saya 
membutuhkanpengetahuan yang diperoleh dari 
tingkat Pendidikan Diploma dan atau Strata (D3, D4, 
S1, S2, S3) serta dari PPL. 
        
  
        
        
III. Indikator : Keahlian khusus 
10 
Auditor harus memahami ilmu statistik serta         
  mempunyai keahlian menggunakan komputer.         
11 
Auditor mampu membuat laporan audit dan 
mempresentasikan dengan baik.           
12 
Keahlian khusus yang saya miliki dapat mendukung         
  audit yang saya lakukan.         
13 
Auditor yang memiliki sertifikat dari PPL dalam         
  
bidang akuntansi dan perpajakan akan menghasilkan         































STS TS N S SS 
1 
Pemeriksa harus taat aturan walaupun tidak sedang 
diawasi dan tidak dapat diintimidasi serta tidak tunduk 
karena tekanan yang dilakukan oleh orang/pihak lain guna 
mempengaruhi sikap dan pendapatnya           
2 
Pemeriksa tidak mempertimbangkan keadaan 
seseorang/sekelompok orang atau suatu unit organisasi 
untuk membenarkan perbuatan melanggar ketentuan atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku           
3 
Pemeriksa memiliki rasa tanggung jawab bila hasil 
pemeriksaannya masih memerlukan perbaikan dan 




























STS TS N S SS 
1 
Pemeriksa dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan 
atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas 
hasil pemeriksaan           
2 
Pemeriksa tidak dipengaruhi oleh pandangan subyektif 
pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat 
mengemukaan pendapat apa adanya 
          
          
          
3 Dalam melakukan tindakan atau dalam proses 
pengambilan keputusan, pemeriksa/auditor menggunakan 
pikiran yang logis 
          
          
          






















STS TS N S SS 
I. Indikator : Kehati-hatian atas informasi yang diperoleh 
     
1 
Auditor secara hati-hati menggunakan segala 
informasi yang diperoleh dalam audit      
     
2 
Auditor menjaga segala informasi yang diperoleh 
dalam audit 
     
     
     II. Indikator : Penggunaan dan pengungkapan informasi 
    
3 
Auditor tidak diperkenankan menggunakan 
informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi 
     
     
     
4 
Auditor dapat mengungkapkan informasi yang 
diperoleh apabila mendapat otorisasi yang 
memadai dan diharuskan oleh peraturan 
perundangundangan 
     
     
     
5 
Audior tidak diperkenankan mengungkapkan 
infomasi yang diperoleh apabila mendapat 
informasi yang diperoleh untuk kepentingan diluar 
perusahaan 
     
     
     
6 
Auditor tidak diperkenankan menggunakan 
informasi yang diperoleh dengan cara-cara yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan 
     
     












STS TS N S SS 
I. Indikator : Kualitas pekerjaan           
    A. Sub Indikator : Ketepatan waktu 
         Penyusunan rencana dan program audit 
1 Menyusun program audit  
          
          
2 
Mengusulkan alokasi anggaran waktu 
pemeriksaan untuk setiap jenis kegiatan 
dalam proses audit 
          
          
          
3 
Jadwal pelaksanaan pemeriksaan sesuai 
dengan Rencana Kerja Tahunan  
          
          
4 
Waktu mulai pelaksanaan audit sesuai dengan 
jadwal masuk audit yang direncanakan dalam 
Program Kerja Audit 
          
          
          
   Pelaksanaan audit 
5 
Realisasi waktu untuk pemeriksaan melebihi 
alokasi anggaran waktu untuk pemeriksaan. 
          
          
6 
Realisasi waktu untuk pemeriksaan sesuai 
dengan alokasi anggaran waktu untuk 
pemeriksaan.  
          
          
          
7 
Untuk jasa audit, konsep Laporan Hasil Audit 
telah disusun dan diajukan kepada atasan 
secara tepat waktu.  
          
          
          
8 
Untuk jasa konsultasi, konsep Laporan 
Kegiatan telah disusun dan diajukan kepada 
atasan secara tepat waktu  
          
          
  B. Sub Indikator : Kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit APIP 
9 Program audit telah disusun dengan standar  
          
          
10 
Program audit disusun untuk setiap kegiatan 
pemeriksaan  
          
          
11 
 
Program audit yang dilaksanakan telah 
disetujui sebelumnya oleh atasan 
 
 
          
          
          
12 Pelaksanaan program audit sesuai dengan  














jadwal yang telah  ditentukan sebelumnya. 
     
          
          
13 
Pelaksanaan program audit diperpanjang dari 
jadwal yang telah  diterima sebelumnya. 
          
          
14 
Program audit telah dilaksanakan dan 
dituangkan dalam Kertas Kerja Hasil 
Pemeriksaan.  
          
          
          
15 
Setiap temuan dikomunikasikan dengan 
auditee 
          
16 
Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan memuat 
komentar/simpulan 
          
          
          
17 
Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan telah direviu 
oleh atasan 
          
          
          
18 
Mereviu Kertas Kerja Pemeriksaan yang 
dibuat oleh anggota tim 
          
          
          
II. Indikator: Kuantitas Pekerjaan/Jumlah output 
19 
Realisasi output (konsep Laporan Hasil Audit 
yang disetujui atasan untuk Jasa Audit atau 
Laporan Kegiatan-kegiatan untuk Jasa 
Konsultasi) sesuai dengan target yang telah 
ditetapkan. 
          
          
          
v 
 
 
 
 
